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MOTTO 

 

 

 “Live As If You Were To Die Tomorrow  

And  

Learn As If You Were To Live Forever ” 

 

(Mahatma Gandhi) 
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RINGKASAN 

Annisa Gabby Aprillia, 2018, Strategi Pemerintah Daerah dalam 

Pemberdayaan Guna Meningkatkan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah 

Batik (Studi pada Dinas Perindustrian dan IKM Batik Blimbing Kota 

Malang), Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS. (Hal. 142 + xvii) 

Pemberdayaan yang dilakukan selama ini memiliki tujuan untuk 

mengarahkan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik serta dapat menumbuhkan 

perekonomian masyarakat. Selain itu pemberdayaan juga berperan untuk 

mengarahkan, melatih, serta mendidik masyarakat agar memiliki pengetahuan, 

pengalaman serta kreatifitas untuk mengembangkan kehidupannya. Industri Kecil 

Menengah (IKM) Batik Blimbing yang ada di Kota Malang merupakan salah satu 

kegiatan industri yang dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat. Akan tetapi 

terdapat beberapa permasalahan dalam menjalankan industri sehingga diperlukan 

strategi dalam pemberdayaan untuk mengatasinya.  

Menganalisa dari berbagai permasalahan yang ada di lapangan dengan teori 

strategi pemberdayaan IKM. Ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi 

dalam pemberdayaan oleh pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas 

Perindustrian Kota Malang agar IKM Batik dapat berdaya saing. Peneliti 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi dan situs 

penelitian ini berada pada IKM Batik Blimbing di Kecamatan Blimbing serta Dinas 

Perindustrian Kota Malang. Penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu model 

analisis data dari Milles dan Huberman, yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini membahas tentang Strategi Dinas Perindustrian 

dalam pemberdayaan guna meningkatkan daya saing IKM Batik di Kota Malang 

meliputi sumber daya manusia, kemampuan pemasaran dan perizinan. Dampak 

strategi Dinas Perindustrian dalam pemberdayaan guna meningkatkan daya saing 

IKM Batik di Kota Malang memiliki dampak positif karena dapat meningkatkan 

pendapatan, terbukanya lapangan pekerjaan dan menciptakan inovasi. Terdapat 

beberapa faktor pendukung dari strategi pemberdayaan terhadap IKM Batik yang 

dilaksanakan yaitu adanya kegiatan pameran hasil IKM Batik oleh pemerintah 

daerah Kota Malang dan paguyuban IKM. Hambatan yang ada dalam 

pemberdayaan IKM Batik adalah rendahnya keahlian sumber daya manusia dan 

sulitnya mencari bahan baku pembuatan batik. 

 

Kata Kunci: Strategi Pemerintah, Pemberdayaan, IKM 
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SUMMARY 

Annisa Gabby Aprillia, 2018, Strategy of Regional Government in 

Empowerment to Increase the Competitiveness of Small Medium and 

Enterprise  (Study at Dinas Perindustrian and SMEs Batik Malang City), Dr. 

Imam Hanafi, M.Si, MS. (page. 128 + xvii) 

Empowerment that has been done so far has a goal to direct people's lives for 

the better and can develop the economy of society. In addition, the empowerment 

also plays a pivotal role to direct, train, and educate the community to have the 

knowledge, experience and creativity to develop their life. Small and Medium and 

Enterprise (SMEs) Blimbing Batik in Malang is one of the industrial activities that 

can develop the economy of society. However, there are some problems in running 

the industry so it takes a strategy in empowering to overcome those problems. 

T o analyze the various problems that exist in the field with the theory of 

strategy in empowerment of small and medium enterprise. This is done to find out 

how the strategy in empowerment by local government in this case through the 

Office of Industry of Malang City for batik industry can be competitive. The 

researcher uses qualitative method with descriptive approach. Location and site of 

this research is in SMEs Batik Blimbing in Blimbing district and Industrial Office 

of Malang City. This research is done through the observation, interview, and 

documentation. The data analysis model used by the researcher is data analysis 

model from Milles and Huberman, which consists of data collection, data reduction, 

data presentation and taking conclusion. 

The result of this research analyze about the strategies undertaken by the 

Local Government through department of industry and trade of Malang city on the 

strategy of empowerment of Batik Industry to the human resource, the capabilities 

of marketing and licensing as well. In the empowerment of SMEs Batik by the 

department of industry and trade of malang city has a positive impact because it can 

increase revenue, open jobs and create innovation. In this empowerment, there are 

several supporting factors of the strategy implemented, specifically the exhibition 

results of SMEs Batik by the local government of Malang City and SMEs 

community. There are obstacles in empowerment of the SMEs Batik, namely the 

low of expertise of human resources and the difficulty of finding the batik raw 

materials. 

 

Keyword: Strategy of Government, Empowerment, SMEs 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia pada saat ini merupakan negara berkembang. Sebagai 

negara berkembang maka pembangunan terus digencarkan guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pemangunan merupakan salah satu wujud dari kemauan 

dan kemampuan suatu negara untuk dapat berkembang ke arah yang lebih baik. 

Pembangunan tersebut mutlak untuk dilakukan oleh negara manapun. Begitu juga 

dengan apa yang diinginkan bangsa Indonesia, pembangunan dilaksanakan dalam 

rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sederajad dan sejajar dengan 

bangsa lain yang lebih maju secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Salah 

satu pembangunan yang dilakukan pada saat ini di Indonesia adalah pembangunan 

pada sektor perekonomian. Dalam meningkatkan perekonomian nasional, 

pemerintah harus mampu melaksanakan kewajiban dan perannya melalui upaya dan 

strategi yang ditempuh agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lancar 

sesuai dengan tujuan. 

Dalam mempercepat pembangunan, membangun kemandirian, pemerataan 

pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah, maka Indonesia menerapkan 

sistem otonomi daerah melalui Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Nomer 

23 Tahun 2014. Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola 

rumah tangganya sendiri. Dengan adanya pemberian kewenangan ini tentu 

merupakan esensi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana daerah



 
 

 

2 

mempunyai ruang gerak dalam menggunakan potensinya. Menurut Pasal 1 ayat 6 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan 

bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah diharapkan mampu 

meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 

keadilan, kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai langkah untuk meningkatkan daya 

saing dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pemerintah daerah 

dapat mengembangkan potensi melalui sumber daya yang ada, meningkatkan 

partisipasi masyarakat dan menguatkan posisi lembaga di daerah. Campur tangan 

pemerintah sangat penting dalam mengembangkan potensi daerah.   

Dalam mewujudkan pembangunan nasional yang merata, maka pemerintah 

perlu melakukan beberapa upaya dan strategi, diantaranya pemerintah daerah 

kabupaten atau kota yang berkewajiban mengembangkan potensi daerah seperti 

halnya pada sektor industri. Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian mengartikan bahwa: 

“Industri sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku 

(bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi) dan atau 

memanfaatkan daya industri sehingga menghasilkan barang yang 

mempunyai nilai tambah atau manfaat tinggi termasuk jasa industri. Industri 

dianggap sebagai kegiatan yang dapat mempercepat pertumbuhan 

perekonomian suatu negara”. 
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Mengembangan kreatifitas melalui masyarakat Industri Kecil dan Menengah 

(IKM)  memiliki keuntungan dalam memberikan gerak masyarakat kecil dalam 

melakukan kreasi dan memberikan luang tinggi untuk perekonomian. Seiring 

dengan berjalannya industri kecil dan menengah, banyak sekali pengusaha yang 

mengeluh karena terjadi hambatan-hambatan saat menjalankan indutsrinya. 

Masalah yang terjadi antara lain menurut Tambunan (2002:73) seperti masalah 

kesulitan pemasaran, masalah keterbatasan finansial, keterbatasan sumber daya 

manusia dan masalah keterbatasan teknologi. Maka dari itu diperlukan adanya 

pemberdayaan yang diberikan pemerintah daerah sebagai upaya untuk menopang 

segala kesulitan yang dialami. Adapun tujuan dari pemberdayaan industri menurut 

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagai 

berikut: 

1. Mampu untuk berdaya saing; 

2. Mempu berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional; 

3. Berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan 

kerja; 

4. Menghasilkan barang dan jasa industri untuk diekspor; 

5. Pemberian fasilitas bagi industri-industri yang fasilitasnya kurang 

memadai. 

Provinsi Jawa timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki sektor 

inovasi unggulan yang tersebar di setiap daerahnya. Industri kecil dan menengah di 

Jawa Timur menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan munculnya beberapa 

produk unggulan yang menjadikan industri di Jawa Timur menjadi lebih 
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berkembang. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pramudhita (2013) menyatakan 

bahwa: 

“Terbukti pada 2011, industri mikro dan kecil di Jawa Timur tumbuh 9,69 

persen dibandingkan dengan 2010 atau lebih besar dari pertumbuhan 

nasional yang mencapai 4,71 persen. Batik, produk kulit, dan industri 

makanan olahan khas berbasis agro menjadi produk unggulan pada sektor 

IKM Jawa Timur. Industri batik menjadi primadona IKM di Jawa Timur.” 

 

Salah satu daerah yang menempatkan sektor indutri sebagai posisi strategis 

guna meningkatkan perekonomian masyarakat adalah Kota Malang. Perekonomian 

di Kota Malang di topang dengan adanya beberapa sektor yang memberikan 

pengaruh besar dalam perekonomian daerah termasuk industri. Melalui Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), maka dapat melihat laju perekonomian dimana 

masing-masing sektor memberi pengaruh terhadap peningkatan perekonomian 

daerah. Perkembangan perekonomian suatu daerah dapat dilihat melalui Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator ekonomi regional. Adapun 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang 2015 sebagai berikut: 

Tabel 1 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang  

Tahun 2015 Atas Dasar Harga Berlaku 

Kategori Uraian 2015 

A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 157,289.2 

B Pertambangan dan Penggalian 50,965.0 

C Industri Pengolahan 13,736,431.0 

D Pengadaan Listrik dan Gas 15,964.3 

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 

97,071.5 

F Konstruksi 6,489,085.9 

G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

14,977,147.2 
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H Transportasi dan Pergudangan 1,250,611.1 

I Penyedia Akomodasi dan Makan Minum 2,484,650.6 

J Informasi dan Komunikasi 2,057,261.1 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,538,546.8 

L Real Estate 729,613.2 

M,N Jasa Perusahaan 399,521.4 

O Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan 

Jaminan Sosial 

788,581.0 

P Jasa Pendidikan 4,224,457.9 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,289,651.7 

R,S,T,U Jasa Lainnya 1,537,562.5 

Produk Domestik Bruto 51,824,393.8 

Produk Domestik Bruto Tanpa Migas 51,824,393.8 

Sumber: https://malangkota.bps.go.id  (Diolah Penulis) 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terdapat beberapa 

sektor yang memberikan pengaruh besar terhadap PDRB Kota Malang yaitu sektor 

industri pengolahan yang merupakan penyumbang terbesar kedua setelah sektor 

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan selanjutnya 

disusul oleh sektor yang lainnya. Industri pengolahan diantaraya yang ada di Kota 

Malang yakni industri makanan, minuman, tembakau, dan batik. Sektor Industri di 

Kota Malang mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap laju 

pertumbuhaan perekonomian daerah dengan bukti bahwa sektor industri lebih 

menjadi penyumbang terbesar kedua dalam PDRB pada tahun 2015. 

Hal tersebut menjadi wujud nyata bahwa dengan adanya otonomi daerah Kota 

Malang mampu meningkatkan daya saing industri secara mandiri dalam rangka 

meningkatkan perekonomian di daerah yang tertuang dalam Peraturan Walikota 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi 

Kota Malang tahun 2014-2025. Sektor industri Kota Malang berperan dalam 

menciptakan lapangan pekerjaan dan memperbaiki perekonomian UMKM. Kota 

https://malangkota.bps.go.id/
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Malang memiliki potensi sektor industri yang sangat beragam yang digolongkan 

menjadi industri kecil dan menengah dan industri besar. Berdasarkan data dari 

Dinas Perindustrian jumlah industri kecil menengah dan besar di Kota Malang 

tahun 2015 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2 

Jumlah Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kota Malang Tahun 2015 

Sumber: Dinas Perindustrian Kota Malang pada Tahun 2017 

 
Gambar 1. Grafik Potensi Industri Kota Malang 

Sumber: Dinas Perindustrian Kota Malang pada Tahun 2017 

NO URAIAN 2015 

1 Industri Besar  

 Jumlah Unit Usaha (Unit) 5 

 Jumlah Tenaga Kerja (orang) 3788 

 Jumlah Nilai Investasi (M Rp.) 80,777,671,000 

   

2 Industri Kecil Dan Menengah  

 Jumlah Unit Usaha (Unit) 696 

 Jumlah Tenaga Kerja (Orang) 21318 

 Jumlah Nilai Investasi (M Rp.) 3,648,152,072 



 
7 

 
 

 
 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa industri yang paling dominan 

di Kota Malang adalah Industri Kecil Menengah (IKM). Industri Kecil Menengah 

di Kota Malang yang menjadi produk unggulan diantaranya adalah industri keripik 

tempe, industri rotan, industri emping jagung, industri mebel, industri keramik, dan 

industri sanitair. Sedangkan dalam industri tekstil dan pakaian jadi ada industri 

batik khas malang, industri kaos malang dan industri kerajinan kulit. 

Salah satu industri kecil yang berpotensi di Kota Malang adalah industri batik 

yang berada pada Kecamatan Blimbing. Kota Malang merupakan salah satu daerah 

yang memiliki warisan kebudayaan batik. Industri batik khas Malang ini memiliki 

ciri khas tersendiri yang membedakan dengan batik lainnya. Ada beberapa jenis 

batik yang ada yakni batik tulis, batik cap dan perpaduan antara kedua jenis batik 

tersebut. Motif yang ditawarkan sangat unik dan menarik salah satunya adalah 

motif topeng malangan.  

Pelaku IKM sektor industri batik memiliki kemampuan dalam proses 

produksi pembuatan batik. Disamping itu menurut hasil pengamatan dan 

wawancara peneliti pada salah satu pengrajin batik di Kota Malang. Ada beberapa 

permasalahan yang dihadapi oleh pengrajin batik di Kecamatan Blimbing Kota 

Malang ini seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki serta 

bahan baku untuk pembuatan batik yang harus didatangkan dari daerah luar Kota 

Malang seperti dari daerah Pekalongan atau Surakarta. 

Para pelaku IKM sektor industri batik ini memiliki kemampuan dalam proses 

produksi pembuatan batik. Meskipun demikian IKM batik masih membutuhkan 
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sumber daya dalam bentuk manajemen pemasaran maupun fasilitas. Kebutuhan 

akan sumber daya tersebut menunjukkan IKM masih kurang berdaya saing. 

Kurangnya daya saing tersebut membutuhkan perhatian khusus terutama dalam 

pemberdayaan untuk kemandirian IKM. Belum banyaknya kalangan masyarakat 

yang mengetahui keberadaan Batik khas Malang menjadi salah satu kendala 

pengusaha atau pengrajin batik dalam menjalankan industri batiknya. Kemandirian 

usaha pelaku industri batik bukan hanya bermanfaat secara sosial dan ekonomi bagi 

pengrajin tetapi dapat membantu pemerintah daerah dalam hal penyerapan tenaga 

kerja, menanggulangi kemiskinan masyarakat lokal serta untuk meningkatkan 

perekonomian daerah.  

Perlu adanya suatu strategi pemerintah daerah Kota Malang dalam 

menghadapi hambatan pengerajin batik, salah satunya adalah melalui 

pemberdayaan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah kota dalam memberikan 

pemberdayaan apabila masyarakat mengalami hambatan dalam menjalankan 

industrinya. Pemberdayaan tersebut ditempuh agar kemandirian industri tidak 

mengalami keruntuhan ketika mengalami hambatan dalam industrinya. Selain itu 

juga diharapkan potensi daerah khususnya industri batik bisa terus berdaya saing 

dan meningkat menjadi produk berkualitas yang mampu menembus pasar lokal 

maupun internasional, bisa menciptakan produk unggulan daerah dan menjadi salah 

satu aset Kota Malang yang dikenal oleh banyak kalangan. 

Berdasarkan uraian diatas menjelaskan bahwa pentingnya strategi dari 

pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian Kota Malang dalam memberikan 

pemberdayaan guna menghadapi permasalahan pada industri batik dan 
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meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah batik. Oleh karena itu 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pemerintah 

Daerah Dalam Pemberdayaan Guna Meningatkan Daya Saing Industri Kecil 

dan Menengah Batik (Studi pada Dinas Perindustrian Kota Malang dan IKM 

Batik Blimbing Kota Malang)”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi Dinas Perindustrian dalam pemberdayaan guna 

meningkatkan daya saing IKM Batik di Kota Malang? 

2. Bagaimana dampak strategi Dinas Perindustrian dalam pemberdayaan guna 

meningkatkan daya saing IKM Batik di Kota Malang? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat strategi Dinas Perindustrian Kota 

Malang dalam pemberdayaan guna meningkatkan daya saing IKM Batik di Kota 

Malang?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa strategi Dinas Perindustrian 

Kota Malang dalam pemberdayaan guna meningkatkan daya saing IKM Batik 

di Kota Malang. 

2. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa dampak dari strategi Dinas 

Perindustrian dalam pemberdayaan terhadap IKM Batik di Kota Malang.  
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3. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa mengenai faktor pendukung dan 

faktor penghambat strategi Dinas Perindustrian dalam pemberdayaan guna 

meningkatkan daya saing IKM Batik di Kota Malang. 

D. Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis 

maupun praktik yang meliputi: 

1. Secara Akademis 

Secara akademis, sebagai wacana ilmiah dan bahan bagi peneliti lain yang 

mengkaji strategi pemberdayaan Industri Kecil Menengah Batik Malang oleh 

pemerintah daerah. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis, peneliti ini diharapkan memberikan pemaparan dan menganalisis 

strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan IKM batik dan 

bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha. 

Selain itu menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam membuat program 

maupun kebijakan-kebijakan yang diharapkan oleh pengusaha industri batik. 

E. Sistematika Penulisan 

Garis besar penelitian ini didasarkan pada tiga komponen penelitian, antara 

lain: 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini dijelaskan mengenai bagaimana latar belakang dilakukannya 

penelitian, menyusun rumusan masalah, tujuan dari penelitian, 

kontribusi penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang teori teori yang digunakan sebagai 

pedoman dalam melaksanakan penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode penelitian yang dipakai oleh penulis 

dalam mengumpulkan data penelitian. Yang terdiri dari jenis 

penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian dan situs penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan 

analisis data. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menampilkan, menguraikan dan menjelaskan hasil yang 

diperoleh selama penelitian berlangsung dengan acuan fokus 

penelitian. Kemudian menyajikan pembahasan yang dihubungkan 

dengan teori-teori yang relevan dan mendukung penelitian.  

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang 

diperoleh dan saran-saran yang dapat penulis berikan.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pemerintah Daerah 

1. Pengertian Pemerintah Daerah 

Istilah pemerintah daerah berasal dari istilah bahasa Inggris “local 

government”. Kedua istilah asing tersebut dapat mengacu pada fungsi sebagai 

pemerintah daerah (lokal). Sehingga tak jarang pemerintah daerah seringkali 

disebut sebagai local government. Kaho dalam Jimung (2005:40) mendefisikan 

local government, sebagai berikut: 

“Bagian dari pemerintah suatu negara atau bangsa yang berdaulat yang 

dibentuk secara politis berdasarkan undang-undang yang memiliki lembaga 

atau badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih oleh masyarakat 

tersebut, dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, 

memungut pajak, serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di 

dalam wilayah kekuasaannya” 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah telah dijelaskan bahwa “Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 

Pemerintah daerah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat. 

Oleh karena itu ada beberapa peranan yang harus dilakukan oleh peerintah atas 

pertanggungjawaban tersebut. Rasyid (dalam Soeares et al 2015) mengatakan 
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bahwa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah terdapat tiga fungsi yaitu: 

pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan 

(development). Hubungan ketiga fungsi tersebut diketahui bahwa pelayanan yang 

baik akan membuahkan keadilan bagi masyarakat. Sedangkan pemberdayaan 

adalah untuk mendorong kemandirian masyarakat melalui pemanfaatan potensi 

lokal yang ada. 

2. Otonomi Daerah 

a. Pengertian Otonomi Daerah 

Otonomi daerah berasal dari kata “autonomy” dimana “auto” memiliki arti 

sendiri dan “nomy” berarti aturan atau undang-undang, jadi autonomy memiliki arti 

hak untuk mengatur dan memerintahkan daerahnya sendiri atas dasar inisiatif 

sendiri dan kemampuan sendiri dimana hak tersebut diperoleh dari pemerintah 

pusat. 

Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan dalam desentraslisasi di bidang 

pemerintahan. Desentralisasi itu sendiri memiliki tiga tujuan yakni yang pertama 

yaitu demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara pada tataran infrastruktur 

dan suprastruktur politik. Kedua, tujuan administrasi pemerintahan, yakni 

efektivitas dan efisiensi proses-proses administrasi pemerintahan sehingga 

pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, transparan serta murah. 

Ketiga, tujuan sosial ekonomi, yakni meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimaksud dengan 

otonomi daerah yaitu hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
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mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang meliputi kemampuan pelaksana, kemampuan keuangan, 

ketersediaan alat dan bahan serta kemampuan dalam berorganisasi. Dari berbagai 

pendapat mengenai otonomi daerah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

otonomi daerah adalah suatu hak, kewajiban dan wewenang daerah dalam mengatur 

dan mengurus urusan rumah tangga atau daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku saat itu. Mardiasmo (2002:13) mengemukakan 

bahwa organisasi dapat menghadapi masalah berupa kelangkaan sumber daya 

(scarity of resource), sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya secara 

ekonomis, efisien dan efektif. 

Dengan adanya pemanfaatan potensi lokal diharapkan adanya peran 

pemerintah dalam pembangunan ekonomi lokal seperti yang dungkapkan oleh 

Blakely dalam Kuncoro (2004:113) peran pemerintah dalam pembangunan 

ekonomi lokal mencakup: 

a. Wirausaha 

Sebagai wirausaha, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk 

menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan 

potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat 

dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau alasan-

alasan lingkungan lainnya, dapat juga sebagai alasan perencanaan 

pembangunan atau dapat juga digunakan untuk tujuan lain yang bersifat 

ekonomi. Dengan peran sebagai wirausaha pemerintah daerah dituntut jeli 

dan pro aktif dalam mengembangkan bisnis daerah. 

b. Koordinator 

Pemeirntah dapat sebagai koordinator, yaitu pihak yang menetapkan 

kebijkan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di 

daerahnya. Lebih jauh lagi dalam pembangunan ekonomi, pemerintah 

daerah dapat melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam 
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mengumpulkan informasi ekonomi di daerahnya. Selain itu dapat juga 

bekerja sama dengan lembaga pemerintah, badan usaha, dan kelompok 

masyarakat dalam menyusun tujuan, perencanaan dan strategi ekonomi.  

c. Fasilitator 

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan 

lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat mengefisienkan proses 

pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan. 

Oleh karena itu, dibutuhkan tujuan yang jelas agar pemerintah daerah dapat 

terfokus dalam memanfaatkan sumber dan tenaga yang dimiliki. 

d. Stimulator   

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan 

usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi 

perusahaan-perusahaan yang masuk ke daerah tersebut dan 

mempertahankan perusahaan yang ada. 

Jadi, meskipun daerah memiliki hak dan kewajiban yang dominan dalam 

mengurus rumah tangganya sendiri, bukan berarti pemerintah daerah dapat 

melaksanakan sebebas-bebasnya. 

b. Tujuan Otonomi Daerah 

Tujuan otonomi daerah pada dasarnya adalah dimana penyelenggaraan 

pemerintahan dengan konstituennya dapat merespon serta mengimplementasikan 

kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah dan tuntutan masyarakat 

secara lebih tepat. Sejalan dengan hal tersebut maka dijelaskan lebih lanjut 

mengenai tujuan otonomi daeah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah yaitu: 

“Pada dasarnya, otonomi daerah diarahkan utuk memacu pemerataan 

pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan 

pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu, serta nyata 

dinamis dan bertanggungjawab, mengurangi beban pemerintah pusat dan 

campur tangan daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi 

tingkat lokal.” 

Tujuan diberikannya otonomi daerah kepada daerah berorientasi pada 

pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi 
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kehidupan. Dengan demikian, otonomi daerah lebih condong pada kewajiban 

daripada hak. Hak ini berarti bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya 

pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sebagai 

sarana untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makamur, 

baik material maupun spriritual (Kansil, 2008:149). 

Pemberian otonomi bukanlah semata mata untuk pendemonstrasian 

pemerintahan di daerah, akan tetapi adalah untuk keserasian dan tercapainya tujuan 

otonomi itu sendiri. Salah satu tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah 

efisiensi dan efektivitas pemerintahan di daerah. Atau dengan kalimat lain 

pemberian otonomi kepada daerah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan 

pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat (Maschab, 2001:73). 

c. Faktor yang Mempengaruhi Otonomi Daerah 

Untuk dapat melaksanakan tugas otonomi daerah maka ada beberapa faktor 

yang perlu diperhatikan. Menurut Kaho (2002:59), ada empat faktor yang 

mempengaruhi otonomi daerah yaitu: 

a. Manusia pelaksananya 

Manusia merupakan faktor yang esensial dalam penyelenggara pemerintah daerah. 

Pentingnya faktor ini karena manusia merupakan subyek dalam segala aktivitas 

pemerintahan. Manusia yang merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme 

dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, agar sistem pemerintahan berjalan 

dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka manusia sebagai subyek 

haruslah baik pula. 

b. Keuangan yang cukup baik 

Keuangan disini berhubungan dengan sumber pendapatan. Jumlah uang yang cukup 

dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. 
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Faktor ini sangat penting karena hampir setiap kegiatan membutuhkan dana, maka 

makin besar dana yang tersedia makin banyak pula kemungkinan kegiatan yang 

dapat terlaksana. 

c. Peralatan harus cukup baik 

Pengertian peralatan disini adalah setiap benda atau alat yang digunakan untuk 

memperlancar kegiatan atau pekerjaan pemerintah daerah. Dengan tersedianya 

peralatan yang baik maka akan lebih efektif dan efisien. 

d. Organisasi dan manajemen harus baik 

Organisasi dalam arti susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta 

pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungan satu sama lain dalam rangka mencapai 

suatu tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen adalah proses manusia 

yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama sehingga tujuan yang telah 

ditentukan akan tercapai. 

B. Teori Strategi 

1. Pengertian Strategi 

Peranan strategi dalam mencapai tujuan organisasi sangatlah penting. Strategi 

yang baik akan menambah kemampuan dalam organisasi untuk mencapai tujuan. 

Mengutip dari beberapa ahli, bahwa strategi didefinisikan dalam beberapa 

pengertian (Salusu, 2002:99): 

a. Shirley  

Mengungkapkan bahwa strategi merupakan peluang eksternal, kendala-kendala 

eksternal, kapabilitas internal dan nilai-nilai perorangan dari pejabat teras. 

b. Hax dan Maljuf 

Strategi merupakan suatu pola keputusan yang konsisten menyatu dan integral 

dimana mampu menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian 

sasaran jangka panjang, program bertindak dan sebagai alokasi sumber daya. 

Selanjutnya strategi menurut David (2009:18) yaitu “strategi adalah sarana bersama 

dengan tujuan jangka panjang hendak dicapai”. Sedangkan menurut Suryono 

(2004:80) strategi adalah: 
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“strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan kebijakan, penentuan 

tujuan yang hendak dicapai dan penentuan cara-cara atau metode penggunaan 

sarana tersebut. Strategi selalu berkaitan dengan hal utama (ends), sarana 

(means), dan cara (ways). Untuk menetapkan sarana strategis digunakan 

metode SMART sebagai singkatan dari (Specific, Measureable, Achieveable, 

Relevant dan  Timed). Oleh karena itu strategi perlu didukung oleh suatu 

kemampuan (capability) untuk meningkatkan kesempatan dan kemampuan 

yang ada.” 

Telah banyak definisi mengenai strategi oleh beberapa ahli yang intinya 

strategi merupakan suatu alat yang digunakan untuk pencapaian tujuan yang 

memiliki konsekuensi jangka panjang maupun jangka pendek. Strategi dapat 

katakan sebagai suatu tindakan dalam penyesuaian untuk mengadakan reaksi 

terhadap situasi lingkungan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan 

cara untuk bertindak yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.  

2. Syarat-Syarat Strategi 

Orientasi strategi adalah bertumpu pada implikasinya di dalam kehidupan 

sehari-hari. Agar penyusunan strategi dapat berjalan dengan tetapt sasaran dan 

dapat diimplementasikan secara efektif. Menurut Siagian (2002:102) menjelaskan 

ada 3 (tiga) hal yang diperhatikan dalam penyusunan strategi yaitu: 

a. Strategi yang dirumuskan harus mampi di satu pihak memperoleh manfaat 

dari berbagai peluang yang diperkirakan akan timbul dan di pihak lain 

memperkecil dampak berbagai faktor yang sifatnya negatif atau bahkan 

berupa ancaman bagi organisasi dan kelangsungannya. 

b. Strategi harus mempertimbangkan secara realistis kemampuan suatu 

organisasi dalam menyediakan berbagai daya, sarana, prasarana dan dana 

yang diperlukan untuk mengoperasionalkan strategi tersebut. 

c. Strategi yang telah ditentukan dioperasionalkan secara teliti. Tolak ukur 

tepat tidaknya suatu strategi bukan terlihat pada proses perumusan saja, 

akan tetapi juga mencakup pada operasional atau pelaksanaannya. 
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Pada penyusunan strategi di organisasi harus memenuhi syarat-syarat yang 

diperlukan agar strategi bisa berjalan dengan optimal dan dapat menunjang  

keberlangsungan hidup organisasi. Agar strategi berjalan dengan lancar dan tepat 

sasaran maka strategi harus bisa melihat kenyataan yang ada dan teliti dalam 

menjalankan strategi. Semua itu agar terhindar dari hambatan-hambatan dalam 

menjalankan misi pemerintah dan terciptanya strategi yang optimal. 

3. Komponen Penetapan Strategi 

Penetapan strategi dalam organisasi publik harus dilakukan. Sebab strategi 

merupakan suatu kerangka kerja yang fundamental dari sebuah organisasi. Menurut 

Salusu (2002:23) komponen yang harus dikenali dan diperhatikan dalam 

menetapkan strategi adalah berikut: 

a. Tipe dan Struktur Organisasi 

Setiap organisasi memiliki kepribadian yang khas. Tipe dan struktur yang dipilih 

untuk digunakan harus dikaitkan dengan kepribadian yang dimaksud. Secara 

tradisional, tipe dan struktur yang paling cocok untuk organisasi besar, kompleks 

dan kultur organisasi membenarkan berlakunya jarak dan oleh karena itu 

memerlukan berbagai lapisan kewenangan. 

b. Gaya Manajerial 

Para teoritis dan praktisi yang mendalami teori kepemimpinan dan gaya manajerial 

dalam mengelola organisasi yang besar dan kompleks menekankan beberapa hal. 

Pertama, kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang situasional. 

Kedua, gaya manajerial yang tepat ditentukan oleh tingkat kedewasaan atau 

kematangan para anggota organisasi (pengetahuan, pendidikan, mental, intelektual 

maupun secara emosional). Ketiga, peranan manajerial apa yang diharapkan dalam 

organisasi (simbol organisasi atau pemarkasa visi ke depan bagi organisasi 

tersebut). 

c. Kompleksitas Lingkungan 

Merupakan kenyataan pula bahwa setiap organisasi menghadapi kondisi 

lingkungan yang berbeda-beda dimana cenderung bersifat dinamis. Gerakan yang 



 
20 

 

 
 

sangat dinamis tersebut tentunya berpengaruh terhadap cara kelola organisasi, 

termasuk dalam merumuskan dan menetapkan strategi. 

d. Hakikat dari Berbagai Masalah yang Dihadapi 

Jika dikatakan bahwa strategi merupakan keputusan dasar yang diambil oleh 

manajemen puncak, salah satu implikasi dari pernyataan tersebut adalah bahwa 

manajemen puncak harus merupakan orang-orang yang cekatan memecahkan 

masalah, terlepas apakah masalah itu rumit dan mempunyai dampak kuat untuk 

jangka panjang atau relatif sederhana dan dengan dampak yang tidak kuat dan 

hanya bersifat jangka pendek atau sedang. 

 

4. Manfaat Strategi 

Strategi ditetapkan oleh suatu organisasi pemerintah dan non-pemerintah 

sebagai kelanjutan dari perencanaan kegiatan yang dilakukan. Penentuan strategi 

ini tentunya tidak terlepas dari rantai kegiatan yang akan dicapai pada masa yang 

akan datang. Strategi pada umumnya merupakan perhitungan mengenai rangkaian 

kebijaksanaan secara ilmiah. Secara implisit, menurut Siagian (2002:206) 

mengungkapkan manfaat dari penetapan strategi pada organisasi antara lain: 

1. Memperjelas makna dan hakikat suatu perencanaan melalui identifikasi 

rincian yang lebih spesifik tentang bagaimana organisasi harus mengelola 

bidang-bidang yang ada di masa mendatang. 

2. Merupakan langkah-langkah atau cara yang efektif untuk implementasinya 

kegiatan dalam rangka penetapan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. 

3. Sebagai penuntun atau rambu-rambu dan arahan pelaksanaan kegiatan di 

berbagai bidang. 

4. Dapat mengetahui secara konkret dan jelas tentang bagaimana cara untuk 

mencapai sasaran atau tujuan serta prioritas pembangunan pada bidang 

tersebut berdasarkan kemampuan yang dimiliki. 

5. Sebagai rangkaian dari proses pengambilan keputusan dalam 

menyelesaikan berbagai macam permasalahan. 

6. Mempermudah koordinasi bagi semua pihak agar mempunyai partisipasi 

dan persepsi yang sama tentang bentuk serta sifat interaksi, interdependensi 

dan interelasi yang harus tetap tumbuh dan terpelihara dalam mengelola 

jalannya roda organisasi, sehingga akan mengurangi atau bahkan 

menghilangkan kemungkinan timbulnya konflik antara berbagai pihak 
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terkait. Dengan demikian maka strategi dapat berjalan sesuai dengan yang 

telah ditetapkan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan strategi perlu digunakan dengan tepat. 

Penggunaan strategi yang tepat nantinya diharapkan akan membantu suatu 

organisasi atau kelompok atau pemerintah dengan masyarakat untuk lebih 

sistematis, logis dan rasional dalam pencapaian tujuannya. Hal tersebut karena 

aktivitas formulasi strategi akan mempertinggi kemampuan organisasi dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan lebih peka terhadap ancaman yang 

datang dari luar organisasi. 

C. Pemberdayaan 

1. Pengertian Pemberdayaan 

Pengertian pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

“berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai cara untuk melakukan 

sesuatu dan bemampuan untuk bertindak”. Munculnya konsep pemberdayaan 

(empowerment) dikarenakan masyarakat tidak mampu memahami kondisi serta 

persoalan akan kebutuhan hidupnya. Selain itu, dikarenakan kegagalan model 

pembangunan ekonomi dalam menangani kemiskinan yang ada. Pemberdayaan 

menjadikan masyarakat lokal sebagai target untuk diberdayakan. Seperti pendapat 

dari Perkins dalam Wrihantnolo (2007:179) yang mengatakan bahwa: 

“Bahwa sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan merupakan 

suatu proses sengaja yang berkelanjutan, berpusat pada masyarakat lokal, dan 

melibatkan prinsip saling menghormati, refleksi krisis, kepedulian dan 

partisipasi kelompok dan melalui proses tersebut orang-orang yang kurang 

memiliki bagian yang setara akan sumber daya yang berharga memperoleh 

akses yang lebih besar dan memiliki kendali atas sumber daya tersebut.” 
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Pemberdayaan menurut Friedman yang dikutip oleh Suryono (2006:21) yang 

menyatakan bahwa pemberdayaan disini adalah suatu alternatif pembangunan pada 

intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu 

kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung 

melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengalaman 

langsung. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah suatu 

cara yang dilakukan oleh individu, kelompok dan komunitas untuk melakukan 

sesuatu yang terencana untuk kehidupan yang mandiri guna membangun masa 

depan yang diinginkan. Pemberdayaan bagi IKM sangat diperlukan. Pemberdayaan 

ini diharapkan mampu meningkatkan pembangunan di suatu daerah. 

2. Tahap-tahap, Pendekatan dan Prinsip Pemberdayaan 

Pemberdayaan adalah peningkatan kemampuan dan kemandirian sehingga 

seseorang atau lembaga dapat mengembangkan potensi secara optimal. Untuk 

mencapai hal tersebut maka terdapat tahapan yang harus dilewati dalam proses 

pemberdayaan. Menurut Prijono dalam Suryono (2006:147) terdapat tiga tahapan 

dalam proses pemberdayaan, yakni: 

a. Tahap inisiasi, yaitu pemberdayaan masyarakat dari pemerintah, oleh 

pemerintah, dan untuk rakyat. 

b. Tahap partisipatoris, yaitu pemberdayaan dari pemerintah bersama rakyat 

dan untuk rakyat. 

c. Tahap emansipatoris, yaitu pemberdayaan dari rakyat, untuk rakyat, dan 

didukung oleh pemerintah. 

Ketiga tahapan di atas secara jelas menggambarkan tahapan dimana 

masyarakat apakah sudah menemukan eksistensi dirinya atau belum. Sehingga 
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dapat diukur apakah sudah dapat melakukan pemberdayaan pada dirinya sendiri. 

Selain ketiga tahapan di atas, untuk pelaksanaan pemberdayaan agar semangat 

kondisi dan kemampuan dari masyarakat tidak mengalami penurunan, maka perlu 

dilakukan bebeapa tahapan. Seperti yang telah di ungkapkan oleh Sulistyani 

(2004:83), yaitu: 

a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar, 

merupakan tahap persiapan dalam proses memberdayakan masyarakat, 

dimana tercipta pra kondisi supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya 

proses pemberdayaan yang efektif. 

b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, 

kecakapan, ketrampilan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga 

dapat mengambil peran dalam pembangunan. 

c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan ketrampilan 

sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk 

mengantarkan pada kemandirian. 

Dari tahapan-tahapan yang ada di atas, maka terdapat suatu gambaran yang 

jelas bahwa pemberdayaan dalam setiap wilayah di masyarakat memiliki tingkat 

yang berbeda. Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat dengan jelas 

tingkat perkembangan dari masyarakat tersebut sehingga dapat ditentukan model 

pendekatan pemberdayaan yang tepat. 

Pendekatan merupakan langkah selanjutnya ketika tahapan-tahapan sudah 

diketahui dengan jelas. Pendekatan digunakan untuk mencapai pemberdayaan 

masyarakat yang tepat. Pendekatan yang dapat digunakan dalam pemberdayaan 

menurut Kartasasmita (1996:75), yaitu: 

a. Upaya pemberdayaan masyarakat harus terarah (targeted) atau pemihakan 

kepada yang miskin atau lemah. 
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b. Pendekatan kelompok, untuk memudahkan pemecahan masalah yang 

dihadapi bersama-sama. 

c. Pendampingan, selama proses pemberdayaan yang dilakukan dengan 

pembentukan kelompok masyarakat dilakukan oleh pendamping yang 

bersifat lokal, teknis dan khusus. 

Beberapa pendekatan di atas masih belum cukup dalam melaksanakan 

pemberdayaan, hal tersebut dikarenakan pemberdayaan masih bersifat internal. 

Perlu adanya pemberdayaan yang dapat mengantisipasi faktor eksternal, maka 

Kartasasmita (1996:74) menyatakan bahwa pendekatan pemberdayaan dapat 

dilakukan melalui tiga arah, yaitu: 

1) Menetapkan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 

yang berkembang (enabling). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa 

setiap manusia atau masyarakat mempunyai potensi yang bisa 

dikembangkan. 

2) Memperkuat daya atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat 

(empowering). Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata yang 

menyangkut penyediaan berbagai masukan, surat pembukaan akses kepada 

berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya. 

3) Memberdayakan mengandung arti melindungi, dalam proses pemberdayaan 

harus mampu mencegah yang lemah menjadi semakin lemah, karena kurang 

berdaya dalam menghadapi pihak-pihak yang kuat. 

Berdasarkan pernyataan diatas maka perlindungan dan pemikiran kepada 

masyarakat yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan. 

Dengan demikian, untuk menciptakan masyarakat yang berdaya perlu adanya 

pemihakan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang diarahkan langsung pada akses 

rakyat kepada sumber daya pembangunan yang disertai dengan penciptaan peluang-

peluang bagi masyarakat lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam proses 

pembangunan sehingga mampu mengatasi keterbelakangan dan memperkuat daya 
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saing ekonomi. Pendekatan dalam pemberdayaan hanya bisa dilakukan jika 

mengacu pada prinsip-prinsip pemberdayaan. 

Secara umum prinsip merupakan landasan pokok atau pedoman yang harus 

dilaksanakan oleh pelaksana sebuah kegiatan atau program. Berkaitan dengan 

pemberdayaan. Menurut Leagans dikutip Mardikanto dan Soebianto (2013:105), 

bahwa setiap penyuluh atau fasilitator dalam melaksanakan kegiatan harus 

berpegang teguh pada prinsip pemberdayaan. Tanpa adanya prinsip yang 

disepakati, maka seorang penyuluh apalagi administrator pemberdayaan tidak 

mungkin dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Menurut Mardikanto dan 

Soebianto (2013:105) menyatakan ada beberapa prinsip dalam pemberdayaan 

antara lain: 

1) Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin 

melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu. 

Karena melalui mengerjakan mereka akan mengalami proses belajar 

(baik menggunakan pikiran perasaan dan ketrampilan) yang akan terus 

diingat untuk jangka waktu yang lama. 

2) Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau 

pengaruh yang baik atau bermanfaat karena perasaan senang atau puas 

tidak segan atau kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk 

mengikuti kegiatan belajar atau pemberdayaan di masa mendatang. 

3) Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus diartian dengan 

kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau 

menghubungkan kegiatan peristiwa dengan lainnya. 

Dalam tahapan pemberdayaan menjadi salah satu cara untuk menentukan 

strategi dalam pemberdayaan. Tahapan pemberdayaan menjadi salah satu cara 

untuk melihat sejauh mana strategi pemberdayaan IKM dilakukan. Selanjutnya, 

pendekatan dalam pemberdayaan dilakukan guna menemukan cara yang tepat 
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untuk menentukan strategi yang tepat, hal ini dilakukan dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip yang diperlukan dalam pemberdayaan IKM. 

3. Tujuan Pemberdayaan 

Pemberdayaan secara konkrit memiliki tujuan yang ingin dicapai. Selain 

bertujuan guna memperbaiki perekonomian masyarakat, dengan adanya 

pemberdayaan juga mampu menciptakan masyarakat yang mandiri dan inovatif.  

Menurut Subejo dan Supriyanto dalam Mardikanto & Soebianto (2013:46), 

menyatakan bahwa melalui pemberdayaan warga masyarakat didorong agar 

memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara 

optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial, 

dan ekologinya. Pemberdayaan secagai suatu cara yang ditempuh untuk 

memberikan kekuatan kepada sekelompok masyarakat yang kurang beruntung. 

Adapun tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebianto (2013:111) 

mengatakan bahwa tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya sebagai berikut: 

a. Perbaikan pendidikan (better education), dalam artian bahwa 

pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih 

baik. 

b. Perbaikan aksesibilitas (better accesibility), dengan tumbuh dan 

berkembangnya semangat belajar seumur hidup diharapkan akan 

memperbaiki aksesibilitasnya tentang informasi dan inovasi. 

c. Perbaikan tindakan (better action), dengan berbekal perbaikan pendidikan 

dan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang lebih baik diharapkan 

mampu memperbaiki tindakan agar lebih baik.  

d. Perbaikan kelembagaan (better institution), dengan perbaikan kegiatan atau 

tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, 

termasuk pengembangan jejaring kemitra usaha. 

e. Perbaikan usaha (better businnes), Perbaikan pendidikan, perbaikan 

aksesbilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan 

memperbaiki bisnis yang dilakukan. 
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f. Perbaikan pendapatan (better income), dengan terjadinya perbaikan bisnis 

yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan keluarga 

dan masyarakat. 

g. Perbaikan lingkungan (better environment), Perbaikan pendapatan 

diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial, karena 

kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau 

pendapatan yang terbatas. 

h. Perbaikan kehidupan (better living), Tingkat pendapatan dan keadaan 

lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki kehidupan 

masyarakat. 

i. Perbaikan Masyarakat (better community), Keadaan kehidupan yang lebih 

baik, yang didukung oleh lingkungan yang lebih baik, diharapan akan 

terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. 

Pemberdayaan yang ditunjukkan kepada sektor industri juga memiliki tujuan 

yang ingin diraih. Tujuan pemberdayaan sektor industri guna mewujudkan 

kemampuan berdaya saing serta mampu menghasilkan produksi yang berkualitas 

yang tentunya mampu dijadikan sebagai produk unggulan. Tujuan pemberdayaan 

industri menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian antara lain: 

a. Mampu untuk berdaya saing 

b. Mampu berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional; 

c. Berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan 

kerja; 

d. Menghasilkan barang atau jasa industri untuk diekspor; 

e. Pemberian fasilitas bagi industri yang memiliki fasilitas kurang 

memadai. 

Dengan adanya pemaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya 

pemberdayaan memiliki tujuan dasar yakni meningkatkan mutu kehidupan 

masyarakat. Meningkatkan kehidupan masyarakat dapat dilakukan dengan cara 

memperbaiki perekonomiannya, meningkatkan keadilan, meningkatkan keamanan, 

meningkatkan partisipasi masyarakat dan lain-lain. Pemberdayaan pada sektor 
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industri sebagai salah satu bentuk staregi agar sektor industri lebih berkembang 

melalui pemberian fasilitas pada industri yang fasilitasnya kurang memadai. 

4. Indikator Pemberdayaan 

Dalam melaksanakan pemberdayaan diperlukan alat untuk mengukur sejauh 

mana pemberdayaan sudah berjalan dengan baik atau justru sebaliknya. Menurut 

Nasirin (2010:99) megatakan bahwa, untuk mengetahui tujuan pemberdayaan 

secara operasional maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang 

menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Proses pemberdayaan dapat diukur 

melalui perencanaan program dan pelaksanaan program tersebut. Pernyataan 

tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kesi (2011:18) 

menjelaskan bahwa, proses pemberdayaan dapat diukur melalui: 

a. Kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat mulai dari kegiatan 

kajian atau analisis masalah. 

b. Perencanaan program. 

c. Pelaksanaan program. 

d. Keterlibatan dalam evaluasi secara berkelanjutan. 

Selain terdapat indikator pemberdayaan yang merupakan alat pengukur dari 

pemberdayaan, maka dalam pemberdayaan juga terkandung unsur-unsur yang 

mempengaruhi kelancaran dalam pemberdayaan. Unsur-unsur dalam 

pemberdayaan merupakan hal yang mendorong guna tercapainya tujuan dari 

pemberdayaan. Seperti yang diungkapkan oleh Suhendra (2006:86) mengatakan 

bahwa unsur-unsur yang mempengaruhi pemberdayaan adalah: 

a. Kemampuan politik yang mendukung. 

b. Suasana kondusif untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh. 

c. Motivasi. 

d. Potensi masyarakat. 
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e. Peluang yang tersedia. 

f. Kerelaan mengalihkan wewenang. 

g. Perlindungan. 

h. Kesadaran. 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk 

mengukur pemberdayaan dapat dilakukan menggunakan beberapa indikator 

pemberdayaan. Pemberdayaan akan cepat mencapai tujuan yang diinginkan apabila 

dalam pelaksanaan pemberdayaan mencakup segala unsur-unsur yang 

mempengaruhi pemberdayaan antara lain potensi masyarakat, motivasi, 

kemampuan politik yang mendukung dan lain-lain. 

D. Daya Saing 

1. Pengertian Daya Saing 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daya saing merupakan suatu 

kemampuan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang di habitatnya dan 

sebagai pesaing bagi makhluk hidup yang lain (dalam suatu bidang usaha dan 

sebagainya). Daya saing merupakan kemampuan untuk menghasilkan produk 

barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan 

juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau 

kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang 

tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal (European Commission, 

1999). 

Daya saing daerah dapat didefinisikan sebagai kemampuan para anggota 

konstituen dari suatu daerah untuk melakukan tindakan dalam memastikan bahwa 

bisnis yang berbasis di daerah tersebut menjual tingkat nilai tambah yang lebih 
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tinggi dalam persaingan internasional, dapat dipertahankan oleh aset dan institusi 

di daerah tersebut dan dapat menyumbang pada peningkatan APDB dan distribusi 

kesejahteraan lebih luas dalam masyarakat, menghasilkan standar hidup yang 

tinggi, serta virtous cycle dampak pembelajaran (Charles dan Benneworth, 2000). 

Suatu usaha yang tidak memiliki daya saing akan sangat mudah hilang dari 

pasar, karena tidak adanya keunggulan yang khas dari usaha tersebut sehingga tidak 

bisa bertahan dari persaingan yang terjadi di pasar untuk jangka panjang. Daya 

saing juga berhubungan dengan efektivitas dari suatu usaha dalam persaingan di 

pasar. Dibandingkan dengan jasa-jasa lainnya yang sama atau sejenis, suatu usaha 

kerajinan atau usaha pembuatan suatu produk akan lebih bisa mengikuti trend atau 

kemauan dari konsumen dan juga dapat lebih mudah menghasilkan produk yang 

berkualitas. 

2. Dimensi Daya Saing  

Menurut Muhardi dalam Rizka (2007:40) dimensi daya saing terdiri dari 

empat dimensi, yaitu biaya (cost), kualitas (quality), waktu penyampaian (delivery), 

dan fleksibilitas (flexibility). Keempat dimensi tersebut kemudian dijelaskan 

sebagai berikut: 

- Biaya (cost) merupakan suatu modal yang bersifat mutlak bagi suatu usaha 

atau perusahaan. Dalam biaya atau modal ini sudah termasuk untuk biaya 

produksi, tenaga kerja, dan persediaan cadangan yang bisa digunakan oleh 

pengusaha atau perusahaan untuk mendukung kelancaran suatu perusahaan. 

- Kualitas (quality) disini bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu tampilan 

dari produk, jangka waktu penerimaan produk, daya tahan dari produk, 

penyelesaian keluhan dari konsumen, dan juga kesesuaian suatu produk 

terhadap suatu spesifikasi desain. 

- Waktu penyampaian (delivery) merupakan jangka waktu yang tepat dalam 

proses produksi suatu barang, pengurangan waktu tunggu produksi, dan 

ketepatan perusahaan dalam penyampaian produk kepada konsumen. 
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- Fleksibilitas (flexibility) merupakan dimensi daya saing yang terdiri dari 

beberapa indikator yaitu macam dari produk yang dihasilkan, dan kecepatan 

dari proses produksi yang disesuaikan dengan kepentingan lingkungan. 

 

3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Daya Saing 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi daya saing, antara lain: 

a. Lokasi 

Lokasi atau tempat merupakan hal yang penting dalam menjalankan suatu 

usaha, karena dengan letak tempat usaha yang strategis maka akan 

mempermudah konsumen, sehingga berdampak pada kelancaran 

kelangsungan usaha. Letak atau lokasi suatu usaha akan menjadi sangat 

penting bagi pelanggan dalam berkunjung. Konsumen tentunya akan 

mencari tempat yang jarak tempuhnya pendek. Namun tidak menutup 

kemungkinan apabila letak usaha dengan jarak tempuh jauh akan dikunjungi 

oleh pelanggan, akan tetapi dalam presentase yang kecil Frans (2003: 39).  

b. Harga 

Harga dari suatu produk juga bisa mempengaruhi daya saing dari suatu 

usaha. Menurut Sunarto (2004:206) harga adalah jumlah dari seluruh nilai 

yang ditukar konsumen atas manfaat – manfaat memiliki atau menggunakan 

produk atau jasa tersebut. Harga menentukan apakah sebuah supermarket, 

minimarket, atau swalayan banyak dikunjungi konsumen atau tidak. 

c. Pelayanan 

Pelayanan dari pengelola suatu usaha juga sering menjadi salah satu 

penilaian dari konsumen. Baik dalam bentuk pelayanan produk yang berarti 

konsumen dilayani dengan tersedianya produk-produk yang banyak 

dibutuhkan, maupun pelayanan dalam bentuk kemampuan fisik, seperti 

tersedianya trolley atau keranjang barang, tempat parkir yang nyaman dan 

juga keramahan dari karyawan. 

d. Mutu dan Kualitas 

Daya saing dari suatu usaha paling ditentukan oleh mutu dan kualitas dari 

produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Menurut Muhardi dalam 

bukunya yang berjudul Strategi Operasi Untuk Keunggulan Bersaing 

mengutip pendapat Adam dan Ebert yang menyatakan: “product quality is 

the appropriateness of design specifications to function and use as well as 

the degree to which the product conforms to the design specifications”. 

Kualitas dari suatu produk dapat dilihat dari kesesuaian produk itu sendiri 

dengan spesifikasi desain dan fungsi dari produk tersebut. Jadi 

kesimpulannya yakni suatu perusahaan yang memiliki daya saing yang baik 

apabila produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut mempunyai 

kualitas yang baik dan sesuai dengan fungsi yang dibutuhkannya. 
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E. Industri Kecil Menengah (IKM) 

1. Pengertian Industri Kecil Menengah (IKM) 

Industri kecil merupakan pendorong pertumbuhan perekonomian nasional 

dan mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada 

khususnya,. Pengertian industri kecil menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 

Tentang Perindustrian yang dimaksud dari Industri Kecil Menengah (IKM) adalah 

“Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara 

mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah 

dari persaingan usaha yang tidak sehat”. Sedangkan menurut Dumairy (1996:227) 

industri memiliki dua arti : 

“Pertama, industri dapat berarti himpunan perusahaan-perusahaan sejenis. 

Dalam konteks ini sebutan industri kosmetika, misalnya himpunan perusahaan 

penghasil produk-produk kosmetika. Kedua, industri dapat pula menunjuk 

kesuatu sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang 

mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi.” 

 

Biro Pusat Statistik membedakan skala indutri menjadi empat golongan 

berdasarkan jumlah per unit usaha, yaitu: 

1. Industri skala besar yang mempekejakan 100 orang atau lebih 

2. Industri sedang yang mempekerjakan 20 sampai dengan 99 orang 

3. Industri kecil yang mempekerjakan 5 sampai dengan 19 orang 

4. Industri atau kerajinan rumah tangga mempekerjakan kurang dari 5 orang 

 

Industri kecil merupakan usaha rumahan yang dikelola secara sederhana, hal 

ini dipertegas oleh pendapat Minzerg dalam Irianto (1996:7) memberikan batasan 

bahwa usaha kecil yaitu: 

“Organisasi yang memiliki enterprenual organization, dengan ciri-ciri antara 

lain: struktur organisasinya yang sangat sederhana, karakteristiknya khas 

biasanya tanpa staf berlebih, pembagian kerja yang kendur, dan memiliki 

hierarki manajer yang kecil. Aktifitas mereka hanya sedikit dan diformalkan, 
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sangat sedikit menggunakan proses perencanaan dan jarang sekali 

mengandalkan pelatihan dan manajer mereka. Ciri lainnya adalah pada 

umumnya sektor usaha kecil sulit membedakan antara aset pribadi dan aset 

perusahaan. Mereka juga kurang baik sistem administrasinya.” 

 

Adapun kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 

Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut: 

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha. 

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 Milyar. 

3. Milik Warga Negara Indonesia 

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak 

langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. 

5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan 

hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. 

 

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa industri kecil 

merupakan industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau 

setengah jadi yang memiliki karakteristik khas dan dapat ditinjau dari sudut 

pandang misalnya dari segi jumlah tenaga kerja dan aset yang dimiliki. Dengan 

memiliki struktur organisasi yang sederhana, manajemen yang lemah serta 

memiliki keterbatasan dalam hal pemasaran dan modal. 

2. Asas dan Tujuan Industri Kecil Menengah (IKM) 

Asas-asas UMKM yang tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada pasal 2 antara lain sebagai berikut: 

a. Kekeluargaan 

b. Demokrasi ekonomi 

c. Kebersamaan  

d. Efisiensi berkeadilan 

e. Berkelanjutan  

f. Berwawasan lingkungan 

g. Kemandirian 

h. Keseimbangan kemajuan, dan 

i. Kesatuan ekonomi nasional 
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Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM Bab II pasal 2 

menjelaskan tentang asas-asas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu sebagai 

berikut : 

a. Asas Kekeluargaan, yaitu yang menandai upaya pemberdayaan UMKM 

sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan 

berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, 

efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, 

berkesinambungan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk 

kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 

b. Asas Demokrasi Ekonomi, yaitu pemberdayaan UMKM diselenggarakan 

sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk 

mewujudkan kemakmuran rakyat. 

c. Asas Kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan 

dunia secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat. 

d. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan 

pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam 

usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya 

saing. 

e. Asas Berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan 

berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang 

dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian 

yang tangguh dan mandiri. 

f. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang 

dilakukan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan 

pemeliharaan lingkungan hidup. 

g. Asas Kemandirian, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan 

dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan 

kemandirian UMKM. 

h. Asas keseimbangan dan kemajuan, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang 

berupaya menjaga kesinambungan kemajuan ekonomi wilayah dalam 

kesatuan ekonomi nasional. 

i. Asas kesatuan ekonomi, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang merupakan 

bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional. 

 

Setiap industri pasti memiliki tujuannya masing-masing. Dan secara umum 

tujuan pengembangan industri menurut Dumairi (1996:48) adalah: 

a. Sebagai argumentasi pencipta lapangan kerja. 

b. Memiliki keunggulan komparatif dan mengembangkan persaingan yang 

baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur. 
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c. Sebagai loncatan teknologi dengan kata lain pengembangan industri akan 

menggunakan teknologi yang lebih canggih niscaya akan memberikan nilai 

tambah yang sangat besar. 

 

Sedangkan dalam Pasal 3 UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian 

dijelaskan bahwa pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan 

pengembangan terhadap industri, untuk : 

a. Mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan 

berhasil  

b. Mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah 

persaingan yang tidak jujur 

c. Mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh suatu kelompok atau 

perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat 

 

Tujuan pengembangan industri lebih lanjut dijelaskan dalam UU No. 3 Tahun 

2014 tentang Perindustrian bahwa pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, 

dan pengembangan bidang usaha industri secara seimbang, terpadu, dan terarah 

untuk memperkokoh struktur industri nasional pada setiap tahap perkembangan 

industri. Pengaturan dan pembinaan usaha industri dilakukan dengan 

memperhatikan: 

a. Penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dengan memanfaatkan 

sumber daya alam dan manusia dengan mempergunakan proses industri dan 

teknologi yang tepat guna untuk dapat tumbuh dan berkembang atas 

kemampuan dan kekuatan sendiri. 

b. Penciptaan iklim yang sehat bagi pertumbuhan industri dan pencegahan 

persaingan yang tidak jujur antar perusahaan-perusahaan yang melakukan 

kegiatan industri, agar dapat dihindarkan dari pemusatan atau penguasaan 

industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang 

merugikan masyarakat. 

c. Perlindungan yang wajar bagi industri dalam negeri terhadap kegiatan-

kegiatan industri dan perdagangan luar negeri yang bertentangan dengan 

kepentingan nasional pada umumnya serta kepentingan perkembangan 

industri daam negeri khususnya. 

d. Pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan 

hidup, serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber 

daya alam. 
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Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan bagi: 

a. Keterkaitan antara bidang-bidang usaha industri untuk meningkatkan nilai 

tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan produksi 

nasional. 

b. Keterkaitan antara bidang usaha industri dengan sector-sektor bidang 

ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan nilai tambah serta sumbangan 

yang lebih besar bagi pertumbuhan produksi nasional. 

c. Pertumbuhan industri melalui prakarsa, peran serta swadaya masyarakat. 

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa pengembangan industri pada 

dasarnya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

menuju taraf hidup yang lebih baik. Dimana didalamnya juga termasuk peningkatan 

mutu sumber daya manusia yang ada. Khususnya bagi pengembangan industri 

kecil, diharapkan dapat membantu memperluas lapangan kerja dan kesempatan 

berusaha, meningkatan ekspor, meningkatkan daya saing, menumbuhkan 

kemampuan dan kemandirian berusaha serta meningkatkan pendataan pengusaha 

kecil. Dalam hal ini pemerintah melakukan pembinaan terhadap perusahaan-

perusahaan industri dalam menyelenggarakan kerjasama yang saling 

menguntungkan, dan mengusahakan peningkatan serta pengembangan kerjasama 

tersebut. Sedangkan untuk mendorong pengembangan cabang-cabang industri dan 

jenis-jenis industri tertentu di dalam negeri, pemerintah dapat memberikan 

kemudahan atau perlindungan yang diperlukan. 
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3. Kelebihan Industri Kecil Menengah (IKM) 

Industri kecil menengah merupakan pendorong pertumbuhan perekoomian 

nasional dan mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi 

pada khususnya. Menurut Imam Hanafi dan Imam Hardjanto dalam bukunya 

Kewirausahaan (2006:41), industri kecil menengah memiliki kekuatan atau 

kelebihan sendiri yaitu: 

1) Memiliki kebebasan untuk bertindak. Bila ada perubahan, misalnya 

perubahan produk baru dan perubahan mesin baru, usaha kecil bisa 

bertindak dengan cepat untuk menyesuaikan dengan keadaan yang berubah 

tersebut. Sedangkan pada perusahaan besar, tindakan cepat tidak bisa 

dilakukan. 

2) Fleksibel. Usaha kecil sangat luwes, sehingga ia dapat menyesuaikan 

dengan kebutuhan setempat, bahan baku, tenaga kerja dan pemasaran 

produk usaha kecil menengah pada umumnya menggunakan sumber-

sumber setempat yang bersifat lokal. Beberapa perusahaan kecil diantaranya 

menggunakan bahan baku dan tenaga kerja bukan lokal yaitu dari daerah 

lain atau impor. 

3) Tidak mudah goncang. Karena bahan baku dan sumber daya lainnya 

kebanyakan lokal, maka usaha kecil tidak rentan terhadap fluktuasi bahan 

baku impor. Bahkan bila bahan baku impor sangat mahal sebagai akibat dari 

tingginya nilai mata uang asing, maka kenaikan mata uang tersebut dapat 

dijadikan peluang oleh usaha kecil yang menggunakan bahan baku lokal 

dengan memproduksi barang-barang keperluan ekspor. 

 

Setelah mengetahui beberapa kelebihan tentang industri menengah maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa kelebihan industri kecil menengah yakni upaya 

yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dengan melalui pemberian 

bantuan yang berupa materil atau non materil dengan tujuan untuk menjadikan lebih 

baik dari sebelumnya dengan mengolah suatu bahan mentah yang fleksibel menjadi 

suatu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dengan kata lain, industri kecil 

menengah ini bisa bertindak dengan cepat sesuai keadaan ataupun produk baru. 
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4. Kelemahan Industri Kecil Menengah (IKM) 

Pengembangan industri kecil menengah ini ternyata menemui beberapa 

hambatan diantaranya seperti yang dikemukaan Imam Hanafi dan Imam Hardjanto 

dalam bukunya Kewirausahaan (2006:42) adalah sebagai berikut: 

1) Kelemahan Struktural, yaitu kelembahan dalam struktur perusahaan semisal 

kelemahan manajemen, pengendalian mutu, pengusaan teknologi, 

permodalan dan terbatasnya akses pasar. 

2) Kelemahan Kultural, yaitu kelemahan yang menyebabkan kelemahan-

kelemahan kultural seperti: informasi peluang, informasi mendapatkan 

bahan baku, informasi pengembangan produk, dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Lingkaran Ketergantungan / Kelemahan Industri Kecil Menengah  

Sumber: Hanafi dan Hardjanto (2006:24) 

 

Sedangkan menurut Tambunan (2002:70), masalah-masalah yang dihadapi 

atau dialami oleh industri kecil menengah adalah sebagai berikut: 

1) Kesulitan pemasaran 

Ketergantungan Permodalan 

Ketergantungan Teknik, Desain dan 

Standart 

Ketergantungan 

Pemasaran 

Ketergantungan Bahan 

Baku 
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Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi 

perkembangan usaha kecil menengah khususnya industri kecil. Salah satu aspek 

yang terkait dengan maslaah pemasaran yang umum dihadapi adalah tekanan-

tekanan persaingan, baik di pasar domestik dari produk-produk serupa buatan usaha 

besar atau industri besar dan impor, maupun di pasar ekspor. Hal ini disebabkan 

karena terbatasnya informasi, kekurangan modal dan SDM yang relatif rendah. 

Kesulitan pemasaran ini meliputi permintaan yang turun, tidak mampu menjual 

pada harga pasar, tidak mampu bersaing dalam kualitas dan pelayanan. 

2) Kesulitan pengadaan barang baru 

Keterbatasan bahan baku juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi 

pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha kecil 

menengah khususnya industri kecil di Indonesia. Kesulitan pengadaan bahan baku 

meliputi harga naik terlalu tinggi, persediaan bahan baku. 

3) Kekurangan modal 

Industri kecil menengah di Indonesia sering atau bahkan selalu dihadapi dua 

masalah dalam aspek finansial yaitu mobilisasi modal awal dan akses ke modal 

kerja serta finansial jangka panjang untuk investasi (perluasan kapasitas produksi 

atau menggantikan mesin-mesin tua). Industri kecil menengah umumnya kurang 

berminat untuk meminta kredit dari perbankan dan bantuan dari BUMN. Hal ini 

disebabkan oleh sejumlah alasan diantaranya adalah lokasi bank yang terlalu jauh 

bagi banyak pengusaha yang tinggal di daerah yang relatif terisolasi, 

persyaratannya yang terlalu berat, urusan administrasi terlalu bertele - tele dan 

kurang informasi mengenai skim - skim bank yang dijadikan sumber dominan bagi 
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industri kecil. Selain bank sebagai asal pinjaman utama, terdapat pula koperasi, 

lembaga keuangan non bank, keluarga, perorangan dan lain-lain. 

4) Kesulitan membayar pekerja 

Dikarenakan pendapatan atau perolehan menurun dan UMR naik. Selain itu juga 

terkait dengan keterbatasan SDM. SDM merupakan salah satu ancaman serius bagi 

UMKM (khususnya industri kecil Indonesia untuk dapat bersaing baik di pasar 

domestik maupun di pasar internasional).  

5) Kekurangan energi 

Kekurangan energi terjadi dikarenakan karenakan tarif listrik naik dan harga bahan 

bakar minyak serta gas naik. Hal ini juga terkait dengan keadaan keuangan industri 

kecil tersebut. 

6) Keterbatasan teknologi 

Umumnya industri kecil menengah di Indonesia menggunakan teknologi 

tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya 

manual. Hal ini menyebabkan tingkat produksi yang rendah dan kualitas produk 

yang dihasilkan juga rendah. Keterbatasan teknologi disebabkan oleh keterbatasan 

modal untuk membeli mesin-mesin baru dan untuk menyempurnakan proses 

produksi, keterbatasan informasi tentang perkembangan teknologi atau mesin-

mesin dan alat-alat produksi baru serta keterbatasan SDM untuk menyempurnakan 

mesin-mesin baru melakukan indovasi inovasi dalam produk maupun proses 

produksi. 

Dari uraian diatas, dapat diketahui kelemahan-kelemahan industri kecil 

menengah yang meliputi dari kesulitan pemasaran, kesulitan pengadaan bahan 
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baku, kekurangan modal, kesulitan membayar pekerja, kekurangan energi hingga 

keterbatasan teknologi. Diharapkan para stakeholder melakukan berbagai upaya 

atau strategi untuk mengatasi permasalahan industri kecil menengah tersebut. 

5. Strategi Pemberdayaan IKM 

Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas 

dan harus dicapai. Oleh sebab itu, pelaksanaan pemberdayaan memerlukan suatu 

strategi. Strategi sering disebut langkah-langkah atau tindakan yang dilakukan demi 

tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang hendak dicapai. Menurut 

Mardikanto dan Soebianto (2013:167) secara konseptual strategi seringkali 

diartikan dengan berbagai pendekatan seperti: 

a. Strategi sebagai rencana 

Sebagai suatu rencana, strategi sebagai pedoman atau acuan yang dijadikan 

landasan pelaksana dalam kegiatan demi tercapainya tujuan-tujuan yang 

ditetapkan. Dalam hubungan ini, rumusan strategi senantiasa memperhatikan 

kekuatan dan kelemahan unternal serta peluang dan ancaman eksternal yang 

dilakukan oleh pessaingnya. 

b. Strategi sebagai kegiatan 

Sebagai suatu kegiatan, strategi merupakan upaya yang dilakukan setiap 

induvidu, organisasi dan perusahaan untuk memenangkan persaingan 

perusahaan, demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau tujuan yang telah 

ditetapkan. 

c. Strategi sebagai instrumen 

Sebagai suatu instrumen, strategi merupakan alat yang digunakan oleh semua 

unsur organisasi atau perusahaan, terutama manajer puncak sebagai pedoman 

sekaligus alat pengendali pelaksana kegiatan. 

d. Strategi sebagai sistem 

Sebagai suatu sistem, strategi merupakan satu kesatuan rencana dan tindakan 

yang komprehensif dan terpadu, yang diarahkan untuk menghadapi tantangan 

guna mencapai tujuan yang hendak ditetapkan. 

e. Strategi sebagai pola pikir 

Sebagai pola pikir, strategi merupakan suatu tindakan yang dilandasi oleh 

wawasan yang luas tentang keadaan internal maupun eksternal untuk rentan 

waktu yang tidak pendek serta kemampuan pengambilan keputusan untuk 

memilih alternatif terbaik yang dapat dilakukan dengan memaksimalkan 

kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada dan dibarengi 
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dengan upaya-upaya untuk “menutup” kelemahan-kelemahan guna 

mengantisipasi atau meminimumkan ancamannya. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas megenai strategi diatas, pada dasarnya 

strategi memiliki tujuan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan dan pengendalian 

kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sehubungan dengan 

pemberdayaan, menurut Ismawan yang dikutip dalam Priyono Mardikanto dan 

Soebianto (2013:170) menetapkan 5 (lima) program dalam strategi pemberdayaan 

yang terdiri dari: 

1) Pengembangan sumber daya manusia 

2) Pengembangan kelembagaan kelompok 

3) Penutupan modal manusia 

4) Pengembangan usaha produktif 

5) Penyediaan informasi tepat guna 

 

Dalam menjalankan programnya, strategi memiliki beberapa aspek yang 

mempengaruhi. Menurut Suharto yang dikutip Mardikanto dan Soebianto 

(2013:171) terhadap strategi pemberdayaan masyarakat terdapat 5 (lima) aspek 

penting dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu: 

1) Motivasi 

2) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan 

3) Manajemen diri 

4) Mobilisasi kemampuan 

5) Pembangunan dan pengembangan jejaring 

 

Pemberdayaan memiliki strategi yang perlu disiapkan dan dijakankan. 

Sehubungan dengan hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomer 20 Tahun 

2008 pasal 7 tentang UMKM yaitu, pemerintah dan pemerintah daerah 

menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan meliputi aspek: 

a) Pendanaan 
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b) Sarana dan prasarana 

c) Informasi usaha 

d) Kemitraan 

e) Perizinan usaha 

f) Kesempatan berusaha 

g) Promosi dagang; dan 

h) Dukungan kelembagaan 

 

Pemberdayaan tidak akan berjalan dengan baik jika terdapat strategi yang 

tepat dalam pelaksanaannya. Seperti yang diungkapkan oleh Sjaifudin yang dikutip 

oleh Firmansyah (2014:23) strategi pemberdayaan IKM antara lain yaitu: 

1. Strategi peningkatan kemampuan finansial      

Berkembangnya beberapa model penguatan finansial bagi usahawan 

kecil akhir-akhir ini menunjukkan telah semakin menguatnya komitmen 

pemerintah. Upaya pemerintah tersebut diwujudkan dengan membantu 

pengembangan usaha kecil melalui “pemberian modal sementara” 

2. Pengembangan pemasaran 

Di era pasar bebas dimana dunia menjadi tanpa batas terdapat penyatuan 

pasar domestik dengan pasar insternasional. Hal ini merupakan peluang, 

tantangan dan sekaligus ancaman bagi pengusaha kecil. Maka dari itu, 

terdapat dua cara dalam strategi pengembangan pemasaran, yaitu: 

a. Meningkatkan akses usaha kecil kepada pasar 

Caranya dengan menciptakan pola hubungan produksi sub kontrak dan 

promosi yang berkaitan dengan pola sub kontrak yang lebih 

diprioritaskan bagi usaha-usaha industri secara vertikal. Pola sub kontrak 

mmberikan manfaat positif bagi pengusaha kecil karena secara ekonomi, 

usaha sub kecil menjadi sub kontraktor memperoleh jaminan pasar dan 

kontiniunitas produksi. 

b. Proteksi pasar 

Bentuk proteksi dalam hal ini melalui konsumsi sekitar 10% dari total 

anggaran pemerintah digunakan untuk mengkonsumsi produk-produk 

badan usaha kecil. 

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Diharapkan dapat terjadi melalui perbaikan sistem pendidikan formal, 

peningkatan keterkaitan dunia pendidikan dengan dunia pasar kerja, 

melalui sistem pemagangan pada pusat-pusat penelitian dan 

pengembangan SDM dan teknologi seperti melakukan pembinaan 

industri kecil melalui peningkatan kualitas SDM secara rutin dan 

berkelanjutan harus ada dalam setiap program kerja pemerintah. 

4. Strategi pengaturan dan pengendalian 

a. Pengaturan perizinan 

Secara formal dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur dan 

memantau perkembangan usaha kecil. Ada tiga jenis perizinan yang 
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harus dipenuhi antara lain: izin tempat usaha (kelayakan, lokasi serta 

dampak terhadap lingkungan), izin usaha industri serta ijin perdagangan. 

Pada lokasi tertentu usaha kecil tidak wajib memiliki Surat Izin Tempat 

Usaha (SITU), namun sertifikasi masih tetap harus dipenuhi antara lain 

melalui Surat Izin Bebas Tempat Usaha (SIBTU) untuk usaha kecil yang 

terdeteksi di Lokasi Industri Usaha (LIU) serta surat tanda pendaftaran 

industri kecil untuk sentra produksi. 

b. Fungsi kelembagaan 

Fungsi lembaga terkait dengan pembinaan usaha kecil secara terpadu dan 

berjangka panjang harus lebih diefisienkan dengan cara: bidang 

pembinaan, pengawasan dan memberi peluang bagi swasta maupun 

lembaga non pemerintah lainnya untuk terlibat dalam pengembangan 

usaha kecil secara bersama-sama. 

 

Dalam rangka memberdayakan IKM menurut Kartasasmita (1996:5) dalam 

Khamrullah (2014) menyebutkan bahwa, strategi pembangunan IKM harus 

memiliki aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Peningkatan akses kepada aset produktif terutama modal disamping 

teknologi, manajemen dan segi lainnya. 

b. Pelatihan mengenai pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk 

berusaha teramat penting. Namun, bersamaan juga perlu ditanamkan 

jiwa kewirausahaan. 

c. Kelembagaan ekonomi dalam arti luas adalah pasar. Maka memperkuat 

pasar menjadi sangat penting. Hal tersebut harus disertai dengan 

pengendalian agar proses berjalannya pasar tidak keluar dari apa yang 

diinginkan yang nantinya justru akan mengakibatkan kesenjangan. 

Untuk itu diperlukan intervensi yang tepat dan tidak bertentangan dengan 

kaidah-kaidah yang mendasar dalam suatu ekonomi bebas, tetapi tetap 

menjamin terjadinya pemerataan sosial (social equlity). 

d. Kemitraan usaha merupakan jalur yang penting dan strategis dan telah 

terbukti berhasil bagi pengembangan usaha ekonomi rakyat. 

 

Dari beberapa pengertian tentang strategi diatas juga didukung dengan 

pernyataan Sjaifudin dalam Firmnasyah (1995:66) tentang perijinan usaha diatas. 

Sejalan dengan hal tersebut dijelaskan oleh Saiman (2009:55) juga menjelaskan 

bahwa terdapat prosedur perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Prosedur 

tersebut adalah mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Selain SIUP untuk 

membuat legal suatu usaha maka harus mengurus NPWP (Nomor Pokok Wajib 



 
45 

 

 
 

Pajak) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dari beberapa strategi diatas, untuk 

pemberdayaan IKM sangat diperlukan guna melaksanakan program dari 

pemerintah. Tentunya strategi akan berjalan jika adanya kerjasama dari masyarakat, 

IKM serta dinas terkait. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam setiap penelitian ilmiah, untuk lebih terarah dan rasional di perlukan 

suatu metode penelitian yang merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Hasil 

penelitian ini nantinya digunakan untuk mengetahui strategi pemerintah daerah 

dalam pemberdayaan guna meningkatkan daya saing. Sehingga dapat digunakan 

metode penelitian yang tepat dan relevan sebagaimana yang dilaksanakan yakni: 

A.  Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan melakukan penggambaran secara 

mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti. Karena sifatnya ini, bukan 

berarti penelitian tidak berusaha menguji hipotesis. Meski demikian, bukan berarti 

penelitian ini tidak memiliki asumsi awal yang menjadi permasalahan penelitian. 

Penelitian kualitatif tidak bermula dari keinginan untuk memecahkan masalah yang 

terlebih dahulu dihipotesiskan. Tidak ada hipotesis yang diajukan para peneliti 

kualitatif sehingga tidak ada upaya untuk menguji hipotesis (Idrus, 2009:24). 

Adapun peneliti kualitatif menurut (Strauss, 2013:5) peneliti non matematis, 

temuan yang di peroleh dari data data yang dikumpulkan dengan menggunakan 

beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan dan wawancara, namun bisa juga 

mencakup dokumen, buku, kaset video dan bahkan data yang dihitung untuk tujuan 

lain, misalnya data sensus. Sedangkan menurut (Gorman & Clayton dalam Santana, 
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2007:28-29) melaporkan meaning of events dari apa yang diamati penulis. Laporan 

berisi amatan berbagai kejadian dan interaksi yang diamati langsung penulis dari 

tempat kejadian. Ia berada dan hadir di dalam kejadian tersebut. Ini yang disebut 

amatan langsung disini. Maka itu sifat kejadianya juga bersifat spesifik. Kejadian 

yang memiliki nilai spesial, mempunyai kekhususan tertentu. 

Uraian diatas dapat disimpulkan sekaligus sebagai dasar bahwa penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dapat dikatakan 

lebih cocok dan memadai untuk diterapkan dalam proposal penelitian skripsi ini, 

yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana strategi 

pemerintah daerah khusunya Dinas Perindustrian Kota Malang dalam 

meningkatkan daya saing industri batik. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian diperlukan agar peneliti dapat terhindar dari data yang tidak 

relevan dengan masalah dan tujuan penelitian, sekaligus untuk memfokuskan 

pembahasan, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lebih efisien, sebab sifat 

penelitian kualitatif holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan). Batasan 

masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, berisi pokok masalah yang masih 

bersifat umum (Sugiyono, 2011:207). Menurut Spradley dalam Sugiono (2011:208-

209) menyatakan bahwa “A focused refer to a single cultural domain or a few 

related domains” maksudnya adalah bahwa fokus itu merupakan domain tunggal 

atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dari penjelasan tersebut 

diharapkan dengan adanya fokus penelitian maka dapat menjadi jelas aktivitas atau 
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kegiatan apa yang perlu dilakukan dan data-data apa yang perlu mendapatkan 

perhatian. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Strategi Dinas Perindustrian dalam pemberdayaan guna meningkatkan 

daya saing IKM Batik di Kota Malang meliputi: 

a. Sumber Daya Manusia 

b. Kemampuan Pemasaran 

c. Perizinan  

2. Dampak strategi Dinas Perindustrian dalam pemberdayaan guna 

meningkatkan daya saing IKM Batik di Kota Malang meliputi: 

a.  Peningkatan Pendapatan 

b.  Terbukanya Lapangan Kerja 

c.  Menciptakan Inovasi 

3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat strategi Dinas Perindustrian 

Kota Malang dalam pemberdayaan guna meningkatkan daya saing pada 

IKM Batik di Kota Malang meliputi: 

a. Faktor Pendukung 

1) Kegiatan Pameran Batik Hasil IKM Batik. 

2) Paguyuban IKM. 

b. Faktor Penghambat 

1) Rendahnya Keahlian Sumber Daya Manusia (SDM)  

2) Sulitnya Mencari Bahan Baku. 
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C. Lokasi dan Situs Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti dapat melakukan 

penelitian, sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana seorang peneliti bisa 

menangkap informasi dari keadaan yang sesungguhnya dari obyek penelitian yang 

diteliti. Ketika melakukan penelitian, situs penelitian merupakan hal terpenting, 

karena untuk memudahkan peneliti dalam mencari data yang diperlukan selama 

penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian adalah Kota Malang. 

Penetapan lokasi penelitian didasarkan oleh pertimbangan sebagai berikut: 

1. Adanya IKM Batik yang berada di Kota Malang. 

2. Corak dan warna Batik khas Malang yang sangat khas karena berani 

memadukan warna cerah dan memiliki motif batik Topeng Malang 

yang memiliki ciri khas tersendiri. 

3. Kualitas Batik khas Malang yang tidak kalah dengan kualitas batik pada 

umumnya. 

Sedangkan situs penelitian meliputi: 

1. Dinas Perindustrian Kota Malang. 

2. Pengusaha atau pengrajin batik yang berlokasi di Jalan Candi Jago 

Kecamatan Blimbing Kota Malang. 

Situs penelitian dipilih karena Dinas Perindustrian merupakan kepanjangan 

tangan dari pemerintah daerah Kota Malang sebagai fasilitator dalam memberikan 

pemberdayaan kepada industri batik sehingga industri batik tersebut dapat memiliki 

daya saing. Sedangkan pengusaha atau pengrajin batik merupakan obyek dari 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Kota Malang. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Terdapat dua jenis sumber data yang ada dalam penelitian ini. Data-data yang 

diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. 

Adapun penjelasannya mengenai data primer dan data sekunder adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Data Primer 

Yaitu data-data yang langsung diperoleh dari hasil wawancara atau interview 

dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang 

diteliti. Dalam penerlitian ini data primer diperoleh dari Kepala Seksi 

Pembinaan & Pengembangan Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan Dinas 

Perindustrian serta pengusaha atau pengrajin batik di malang yang berada 

pada Kecamatan Blimbing Kota Malang. 

2. Data Sekunder 

Yaitu data-data yang diperloleh secara tidak langsung dari fenomena yang 

dikaji atau merupakan data yang dapat melengkapi data-data yang diperoleh 

dari data primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

bersumber dari dokumen-dokumen pada Dinas Perindustrian yaitu Susunan 

Tupoksi, Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perindustrian, serta data-data 

perkembangan penjualan Batik Blimbing. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah langkah yang penting dalam sebuah penelitian 

ilmiah, data yang dihasilkan ini adalah diharapkan dapat digunakan untuk 
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menjawab sekaligus memecahkan permasalahan yang ada. Maka dari itu data 

tersebut harus valid dan akurat. (Sugiyono, 2008:156) terdapat dua hal utama yang 

mempengaruhi kualitas dan hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian 

berkenan dengan validitas dan reabilitas, instrumen dan kualitas pengumpulan data 

berkenan dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Kualitas 

pengumpulan data berkenan dengan cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam 

penelitian adalah : 

1. Wawancara 

Teknik pengumpulan informasi dengan wawancara dilakukan melalui 

narasumer yang disebut informan. Wawancara ditujukan kepada informan yang 

dianggap memiliki kapasitas sesuai dengan fokus penelitian. Jenis teknik 

wawancara atau interview merupakan data primer sebagai pelengkap data-data lain 

yang dihimpun dengan teknik yang berbeda. Hasan dalam Emzir (2012) 

mendefinisikan wawancara sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua 

orang dalam situasi saling berhadapan.  

Dalam penelitian ini, peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, 

bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks. Wawancara dilakukan 

untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya dan dapat menggali informasi 

tentang strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan guna meningkatkan daya 

saing Industri Kecil Menengah di Kota Malang. Dalam hal ini, peneliti melakukan 

wawancara secara langsung kepada: 

a. Kepala Seksi Pembinaan & Pengembangan Industri Kimia 
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b. Staf Bidang Pembinaan & Pengembangan Industri Kimia 

c. Pengusaha atau pengrajin batik di Kecamatan Blimbing Kota Malang 

2. Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dalam metode penelitian 

kualitatif dilakukan melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Secara 

mendasar, teknik pengumpulan data melalui observasi merupakan kegiatan yang 

dilakukan berdasarkan pengamantan empiris, atau dengan kata lain menggunakan 

panca indera, baik indra pengelihatan, indra pendengaran, dan lain nya guna 

memperoleh informasi atau data  untuk menjawab masalah yang diangkat dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan penelitian secara langsung 

terhadap strategi Dinas Perindustrian Kota Malang dalam pemberdayaan guna 

meningkatkan daya saing industri batik Malang dan pengusaha atau pengerajin 

batik Malang untuk mendapatkan data yang diinginkan dan sesuai dengan topik 

penelitian. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang menjadi pelengkap 

dari observasi dan wawancara yang dilakukan. Dokumentasi dapat berupa 

dokumen-dokumen dan arsi-arsip yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen 

dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Hasil penelitian 

dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila 

didukung oleh foto-foto. 
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F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh atau 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Dalam melakukan suatu penelitian, 

seorang peneliti merupakan instrumen yang paling penting. Adapun instrumen 

penelitian antara lain: 

1. Peneliti Sendiri 

Menurut Sugiyono (2008:59) mengungkapkan bahwa dalam penelitian 

kualitatif yang menjadi instrumen penelitian ialah peneliti sendiri. Peneliti memiliki 

peran untuk menetapkan fokus penelitian, menetapkan sumber data yang tepat, 

mengumpulkan data, menganalisis data serta menarik kesumpulan dari penelitian 

yang telah diteliti. 

2. Pedoman Wawancara 

Merupakan serangkaian pedoman dalam melakukan wawancara dengan cara 

mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. 

Pedoman wawancara bertujuan agar peneliti mendapatkan kemudahan ketika 

memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut mengandung informasi yang memang 

diperlukan. Pedoman wawancara juga memberikan batasan kepada peneliti agar 

pertanyaan yang diberikan tetap mengacu pada penelitian yang dilaksanakan. Fokus 

wawancara ini yakni, Kepala Seksi Pembinaan & Pengembangan Industri Hasil 

Pertanian dan Kehutanan, Staf Bidang Pembinaan & Pengembangan Industri Hasil 

Pertanian dan Kehutanan dan Pengusaha atau Pengrajin Batik di Kecamatan 

Blimbing Kota Malang 
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3. Catatan Lapangan 

Buku catatan lapangan diperlukan ketika proses wawancara berlangsung, 

peneliti bisa menulis hasil dari wawancara yang telah dilakukan. Dengan catatan 

lapangan, peneliti bisa menulis apa yang sudah didengar, dilihat, dialami dalam 

pengumpulan data. Buku catatan lapangan mempermudah peneliti untuk 

menggambarkan penelitian yang dilakukan. 

4. Instrumen Penelitian Lainnya 

Instrumen penelitian lainnya yang menunjang dalam penelitian adalah 

dokumentasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Instrumen penelitian lainnya 

dapat berupa tulisan-tulisan, foto-foto, rekaman-rekaman dan lain sebagainya. 

G. Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2014:244) adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.   

Penilitian ini menggunakan analisis data kualitatif untuk mengetahui Strategi 

Dinas Perindustrian disektor pemberdayaan guna meningkatkan daya saing Industri 

Kecil Menengah Batik di Kota Malang. Analisis data pada penelitian ini dilakukan 

berdasarkan model interaktif. Penjelasan model interaktif tersebut menurut Miles, 

Huberman dan Saldana (2014:14) mendefinisikan analisis data merupakan 
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serangkaian proses untuk mencari, mendapatkan hingga menyusun data secara 

sistematis atas data yang diperoleh dari hasil kegiatan observasi, wawancara, 

catatan lapang serta  dokumentasi. Analisis data pada penelitian ke dalam kategori, 

menjabaran data ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kesimpulan, sehingga 

nantinya akan menghasilkan analisis yang mudah dipahami oleh pembaca maupun 

peneliti sendiri.  

Gambar model interaktif yang dimaksud pada penjelasan diatas sebagai 

berikut : 

     

Gambar 2: Components of  Data Analysis: Interactive Model 

Sumber : Buku Qualitative Data Analysis (Miles,Huberman dan Saldana, 2014) 

 

Komponen-komponen dalam analisis dalam model interaktif ini 

digambarkan sebagaimana berikut : 

a. Data Collection (Pengumpulan Data) 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Data hasil wawancara dari beberapa infoeman akan 

dikumpulkan dan disusun.  

b. Data Condensation (Kondensasi Data) 

Kondensasi data menunjukkan pada proses pemilihan pemusatan, 

penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data yang diperoleh 
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peneliti dari hasil catatan lapangan, wawancara, transkrip, dokumen, dan data 

hasil lapangan yang lainnya 

c. Data Display (Penyajian Data) 

Langkah kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Penyajian data 

merupakan suatu pengorganisasian penyatuan informasi – informasi yang 

memungkinkan penarikan kesimpulan dan aksi. Penyajian data ini 

dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat dan memahami 

apa yang terjadi, menganalisis dan merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

peneliti akan menyajikan data dalam bentuk kualitatif. 

d. Conclusion Drawing and Verification (Penarikan Kesimpulan atau 

Verifikasi)  

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah 

penarikan kesimpulan atau verifikasi. Awal pengumpulan data peneliti mulai 

mencari arti dan makna benda-benda keterangan atau penjelasan sebab-akibat 

dan proposisi. Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang didukung 

dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan awal 

masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti 

yang mendukung.   

H. Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, sebuah temuan atau data yang didapatkan sebuah 

penelitian dapat dikatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan antara laporan 

yang dibuat oleh peneliti dengan apa yang terjadi pada objek yang diteliti. Menurut 
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penelitian kualitatif, suatu realitas itu lebih bersifat majemuk atau ganda, dinamis 

atau selalu berubah-ubah, dengan kata lain realitas menurut penelitian kualitatif itu 

tidak konsisten. Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian dibagi menjadi 

beberapa uji keabsahan data. Salah satunya yaitu uji kredibilitas. Dalam uji 

kredibilitas dibagi menjadi beberapa tahap antara lain dilakukan dengan cara 

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, tringulasi, 

diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck. Dan dalam 

penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada tahap tringulasi. 

Menurut William Wiersma (1986) “Tringulation is qualitative cross-

validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of 

multiple data sources or a multiple data collection procedures”. Tringulasi dalam 

uji kredibilitas ini dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara yang bisa digunakan oleh peneliti di berbagai waktu. Untuk 

peneliti ini lebih menggunakan cara pertama yaitu pengecekan kembali data-data 

dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum dan Kondisi Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kota Malang 

a. Sejarah Kota Malang 

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota besar 

kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang pada umumnya baru 

tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas 

umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. 

Kesan diskriminatif diberikan oleh keluarga – keluarga Belanda dan Bangsa Eropa 

lainnya. Sementara, penduduk pribumi harus bertempat tinggal di pinggiran kota 

dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai 

monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga – keluarga 

Belanda yang pernah bermukim disana untuk bernostalgia. 

Sekilas sejarah pemerintah Kota Malang dapat dirincikan sebagai berikut : 

1. Malang merupakan sebuah Kerajaan yang berpusat di wilayah 

Dinoyo, dengan rajanya Gajayana. 

2. Tahun 1767 Kompeni masuk Kota. 

3. Tahun 1821 kedudukan pemerintah Belanda dipusatkan di sekitar 

Kali Brantas. 

4. Tahun 1824 Malang mempunyai asisten Residen. 
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5. Tahun 1882 rumah – rumah di bagian barat kota didirikan dan kota 

didirikan alun – alun.  

6. 1 April 1914 Malang ditetapkan sebagai Kotapraja. 

7. 8 Maret 1942 Malang diduduki oleh Jepang. 

8. 21 September 1945 Malang masuk wilayah Republik Indonesia. 

9. 22 Juli 1947 Malang diduduki oleh Belanda. 

10. 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali masuk Kota 

Malang. 

11. 1 Januari 2001 menjadi Pemerintah Kota Malang. 

b. Kondisi Geografis dan Iklim 

Kota Malang secara geografis terletak pada posisi 112,060 – 112,70 Bujur 

Timur dan 7,060 - 8,00 Lintang Selatan sehingga membentuk wilayah dengan luas 

sebesar 11.006 ha atau 110,06 km2. Kota Malang berada ditengah – tengah wilayah 

administrasi Kabupaten Malang engan wilayah batas administrasi sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan 

Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. 

2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan 

Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. 

3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan 

Dau Kabupaten Malang. 

4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan 

Tumpang Kabupaten Malang. 
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Gambar 4.   

Peta Kota Malang 

Sumber : www.mediacenter.malangkota.go.id 

Pada ketetapan tentang pembagian wilayah, Kota Malang secara administratif 

terbagi menjadi 5 (lima) wilayah kecamatan. Dengan  rincian sebagai berikut: 

a. Kecamatan Klojen dengan luas 8,83 km2, terbagi menjadi 89 RW dan 674 

RT. 

b. Kecamatan Kedungkandang dengan luas 39,89 km2, terbagi menjadi 110 

RW dan 822 RT. 

c. Kecamatan Blimbing dengan luas 17,77 km2, terbagi menjadi 123 RW dan 

880 RT. 

http://www.mediacenter.malangkota.go.id/
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d. Kecamatan Sukun dengan luas 20,97 km2, terbagi menjadi 86 RW dan 820 

RT. 

e. Kecamatan Lowokwaru dengan luas 22,60 km2, terbagi menjadi 118 RW 

dan 739 RT. 

Berikut adalah penjelasan kecamatan yang ada di Kota Malang: 

KECAMATAN 

KLOJEN KEDUNG 

KANDANG 

BLIMBING SUKUN LOWOKW

ARU 

Kauman Madyopuro  Arjosari  Mulyorejo  Tanjungsekar  

Kasin Cemorokandang  Purwodadi  Pisangcandi Tulusrejo  

Bareng Wonokoyo  Blimbing  Tanjungrejo Ketawang 

gede 

Samaan Bumiayu  Purwantoro  Bakalan 

krajan  

Tasikmadu  

Rampal 

celaket 

Tlogowaru  Bunulrejo  Karangbesuki  Tlogomas  

Kidul Dalem Kedungkandang Kesatrian  Sukun  Merjosari  

Penanggunan Lesanpuro  Polehan  Ciptomulyo  Dinoyo  

Gading Kasri Sawojajar  Jodipan  Kebonsari  Mojolangu  

Klojen Buring  Balearjosari  Gadang  Jatimulyo  

Sukoharjo Mergosono  Polowijen  Bandung 

rejosari 

Tunggul 

wulung  
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Oro-oro 

Dowo 

Arjowinangun Pandanwangi  Bandulan Sumbersari 

 Kotagama   Lowokwaru 

Tabel 3. Nama-nama Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Malang 
Sumber : BPS Kota Malang 

 

Potensi alam yang dimiliki Kota Malang adalah letaknya yang cukup tinggi 

yaitu 440-667 meter diatas permukaan air laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi 

adalah Pegunungan Buring yang terletak di sebelah timur Kota Malang. Dari atas 

pegunungan ini terlihat jelas pemandangan yang sangat indah antara lain dari arah 

barat terlihat barisan Gunung Kawi dan Gunung Panderman, sebelah utara ada 

Gunung Arjuno, sebelah timur ada Gunung Semeru dan jika melihat kebawah 

terlihat hamparan Kota Malang. Sedangkan sungai yang mengalir di wilayah Kota 

Malang adalah Sungai Brantas, Ampong dan Bango. 

Pada umumnya seperti daerah lain yang ada di Indonesia, Kota Malang 

mengikuti perubahan putaran dua iklim yaitu musim hujan dan musim kemarau. 

Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso curah hujan relatif tinggi 

selama tahun 2015 terjadi diawal dan dipenghujung tahun. Curah hujan tertinggi 

terjadi pada bulan Desember yaitu mencapai 533 mm3 yang terjadi selama 18 hari. 

Sedangkan curah hujan tertinggi selanjutnya terjadi pada bulan Maret yang 

mencatat angka 496 mm3 dengan jumlah hari hujan sejumlah 20 hari. Adapun 

periode bulan Juli hingga Oktober tidak terjadi hujan sama sekali. 
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c. Kondisi Demografi 

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015 

Kecamatan Laki-Laki Perempuan Total 

Kedungkandang 92.557 93.511 186.068 

Sukun 94.399 95.654 190.053 

Klojen 49.569 54.558 104.127 

Blimbing 88.036 89.693 177.729 

Lowokwaru 95.152 98.169 193.321 

Kota Malang 419.713 431.585 851.298 

Sumber : Kota Malang Dalam Angka 2015 

Melihat tabel penduduk berdasarkan pada kecamatan di tahun 2015, 

penduduk Kota Malang terbanyak terdapat di Kecamatan Lowokwaru. Peningkatan 

penduduk ini karena tinggi dan cepatnya perubahan global sehingga banyak 

penduduk yang melakukan perpindahan dari suatu kota ke kota lain. Disisi lain juga 

dikarenakan komponen bertambahnya angka kelahiran dan berkurangnya angka 

kematian penduduk. 

d. Visi dan Misi 

 Visi 

Visi Kota Malang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota 

Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Malang Tahun 2013 - 2018 yaitu “Terwujudnya Kota Malang 

Sebagai Kota Bermartabat”. 
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 Misi 

Misi Kota Malang Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut : 

1. Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik 

berdasarkan nilai – nilai spiritual yang agraris, toleran dan setara. 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan 

akuntabel. 

3. Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang 

berkesinambungan, adil dan ekonomis. 

4. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Malang sehingga 

bisa bersaing di Era Global. 

5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik, 

maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif. 

6. Membangun Kota Malang sebagai Kota Tujuan Wisata yang aman, 

nyaman dan berbudaya. 

7. Mendorong pelaku ekonomi sektor informal dan IKM agar lebih 

produktif dan kompetitif. 

8. Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang 

berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan. 

9. Mengembangkan sistem tranportasi terpadu dan infrastuktur yang 

nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 
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2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian Kota Malang 

a. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Dinas Perindustrian terletak di gedung perkantoran yang beralamat di 

Perkantoran Terpadu, Gedung A lantai 3 tepatnya pada Jalan Mayjend Sungkono, 

Kota Malang. Adapun kedudukan Dinas Perindustrian merupakn pelaksana 

otonomi daerah di bidang perindustrian yang dipimpin oleh Kepala Dinas dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok masing – masing unsur 

dalam organisasi Dinas Perindustrian dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok untuk menkoordinasikan dan 

melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja dibawahnya serta 

melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan fungsinya. 

2. Sekretarian melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum 

meliputi penyusunan program ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, 

kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kelunasan dan 

kepustakaan serta kearsipan. Secretariat sendiri diklasifikasikan menjadi dua 

yaitu sub bagian perencanaan dan keuangan dan sub bagian umum dan 

kepegawaian.  

3. Bidang Industri Agro Kimia, Makanan dan minuman yang mempunyai tugas 

pokok pembinaan, pengembangan dan pemantauan bidang perindustrian 

agro, kimia, makanan dan minuman. Bidang Perindustrian Agro, Kimia, 

Makanan dan Minuman terdiri dari seksi industri agro dan hasil buatan yang 

melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengembangan sarana usaha, 
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produksi, penerapan standard an pengawasan mutu produk di bidang industri 

hasil pertanian dan kehutanan, seksi industri kimia yang melaksanakan tugas 

pokok pembinaan dan pengembangan mutu produk di bidang industri kimia, 

dan seksi industri makanan dan minuman yang melaksanakan tugas pokok 

pembinaan dan pengembangan aspek sarana usaha, produksi, penerapan 

standar dan pengawasan mutu produksi makanan dan minuman. Masing – 

masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Bidang. 

4. Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil, dan Aneka (ILMETA) 

dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT) yang mempunyai tugas 

pokok pembinaan, pengembangan dan pemantauan bidang perindustrian 

ILMETA dan IATT. Bidang Industri ILMETA dan IATT terdiri dari seksi 

industri logam, mesin dan alat transportasi yang melaksanakan tugas pokok 

pembinaan dan pengembangan sarana usaha produksi, penerapan standard an 

pengawasan mutu produk di bidang industri logam, mesin dan alat 

transportasi, seksi industri elektronika dan telematika yang melaksanakan 

tugas pokok pembinaan dan pengembangan sarana usaha produksi, penerapan 

standar dan pengawasan mutu produk di bidang elektronika dan telematika 

serta seksi industri tekstil dan aneka yang melaksanakan tugas pokok 

pembinaan dan pengembangan sarana usaha produksi, penerapan standard an 

pengawasan mutu produk di bidang tekstil dan aneka. 
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Adapun susunan organisasi Dinas Perindustrian tahun 2017 sebagai    berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kota Malang 

Sumber : Dinas Perindustrian 2017 

 

 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

Sekretaris Dinas 

 

KA. SUB BAGIAN 
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KEUANGAN 
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KA. BIDANG 

PERINDUSTRIAN AGRO 

DAN KIMIA 

KA. BIDANG PERINDUSTRIAN 

ILMETA DAN/ATT 

KA. SEKSI PEMBINAAN 

& PENGEMBANGAN 

INDUSTRI MAMIN 

KA. SEKSI PEMBINAAN & 

PENGEMBANGAN INDUSTRI 
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KA. SEKSI 

PEMBINAAN 
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PEMBINAAN & 

PENGEMBANGAN 

INDUSTRI KIMIA 

KA. SEKSI PEMBINAAN 

PENGEMBANGAN 

INDUSTRI ELEKTRONIKA 



 
68 

 

 
 

b. Visi dan Misi 

 Visi 

Berdasarkan latar belakang dan landasan pemikiran  yang telah dikemukakan 

di depan, maka untuk mewujudkan  kondisi ideal yang ingin dicapai dalam sektor 

perindustrian di Kota Malang serta sebagai pedoman di dalam pembangunan 

Perindustrian Kota Malang pada masa mendatang, disusunlah  Visi Dinas 

Perindustrian Kota Malang, serta Misi yang akan dilakukan guna merealisasikan 

Visi tersebut. Pembangunan sektor industri di Kota Malang 2013-2018 berangkat 

dari landasan Visi dan Misi Kota Malang  yang telah ditetapkan dalam rancangan 

RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018., yaitu: “Terwujudnya Kota Malang 

Sebagai Kota Bermartabat”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka 

ditetapkan misi pembangunan Kota Malang Tahun 2013-2018 sebagai berikut:  

1. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan 

dan kesehatan; 

2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah; 

3. Meningkatkan  kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, 

kesetaraan gender serta kerukunan sosial; 

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang 

terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan 

lingkungan; 

5. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik 

yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. 
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Berangkat dari misi kedua Kota Malang, maka untuk mencapai peningkatan 

produktivitas dan daya saing daerah Dinas Perindustrian merumuskan visi sebagai 

berikut: "Terwujudnya Industri  Yang Tangguh Dan Berdaya Saing Sebagai 

Sektor Penggerak Ekonomi Yang Berkeadilan" 

Visi Dinas Perindustrian ini merupakan pengejawantahan dari kondisi 

perekonomian Kota Malang dimana selama beberapa tahun terakhir perekonomian 

Kota Malang didominasi oleh sektor perdagangan, industri dan jasa, sehingga 

penguatan pada sektor ini sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan daya saing 

daerah baik pada tingkat regional, nasional maupun global. 

 Misi 

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas serta berpedoman terhadap tugas 

pokok dan fungsi Dinas yang berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam 

pembangunan perindustrian yang transparan dan akuntabel dengan mengutamakan 

kepentingan masyarakat, maka misi Dinas Perindustrian tahun 2013-2018 adalah: 

“Meningkatkan daya saing industri” 

 

3. Industri Kecil Menengah Batik Blimbing 

Batik Blimbing Malang adalah salah satu perusahaan home industry atau IKM 

yang bergerak di bidang kerajinan batik tulis. IKM Batik Blimbing Malang 

membuat dan memproduksi sendiri kain Batik Tulis Khas Malang yang berkualitas 

nasional. Selain membuat dan memproduksi kain batik sendiri juga melayani 

pelatihan membuat batik tulis baik perseorangan maupun kelompok, serta menjual 

alat dan bahan-bahan batik. 
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a. Visi, Misi, dan Tujuan 

 Visi 

Menggali, menumbuh kembangkan dan melestarikan budaya seni batik tulis 

untuk meningkatkan potensi sumber daya alam dan meningkatkan perekonomian 

untuk kesejahteraan khususnya bagi warga masyarakat Kota Malang. 

 Misi 

a. Menjadikan Home Industry atau IKM Batik Blimbing Malang sebagai 

inspiasi pembuatan desain dan warna batik tulis. 

b. Menjadikan Home Industry atau IKM Batik Blimbing Malang sebagai 

media pembelajaran batik tulis khas Kota Malang. 

c. Menjadikan Home Industry atau IKM Batik Blimbing Malang sebagai ikon 

industri dan perdagangan di Kota Malang. 

d. Menjadikan kain batik Home Industry atau IKM Batik Blimbing Malang 

sebagai kain batik yang menarik, serasi dan mempunyai sifat harmonis. 

 Tujuan 

Tujuan Home Industry atau IKM Batik Blimbing Malang adalah untuk 

melestarikan budaya batik tulis dan memperkenalkan kain batik tulis khas Malang 

kepada wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara dengan cara belajar membatik 

di galeri Batik Blimbing Malang. 

b. Struktur Organisasi 

Struktur orgaisasi IKM Batik Blimbing Malang meliputi direktur atau pemilik 

dari industri batik itu sendiri yaitu Ibu Wiwik Niarti. Direktur memiliki sekretaris 
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yang mengelola administrasi atau pembukuan, bendahara yang mengelola 

keuangan dan pembina atau manager yang mengelola produksi dari karyawan. 

Berikut adalah struktur organisasi dari IKM Batik Blimbing Malang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Struktur Organisasi IKM Batik Blimbing Malang 

Sumber: IKM Batik Blimbing Malang 2017 

 

c. Macam Batik 

Posisi sektor industri di Kota Malang mampu menyerap tenaga kerja baru dan 

menambah pendapatan masyarakat. Kecamatan Blimbing merupakan salah satu 

kawasan yang terdapat industri batik. Keberadaan industri batik di Kecamatan 

Blimbing ini perlu dikembangkan dalam meningkatkan daya saing Industri Kecil 

Menengah khususnya Batik di Kota Malang. Macam batik yang di produksi yang 

di produksi di IKM Batik Blimbing antara lain ada batik tulis, batik cap, dan batik 
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Kombinasi (tulis dan cap). Yang membedakan dari ketiga batik tersebut adalah cara 

pembuatannya seperti berikut ini: 

1) Batik Tulis 

Batik tulis adalah batik yang dianggap paling baik dan tradisional yang dalam 

proses pembuatannya melalui tahap-tahap persiapan, pemolaan, pembatikan, 

pewarnaan, pelorodan, dan penyempurnaan. Pada batik tulis sangat sulit dijumpai 

pola ulang yang dikerjakan sama persis. Pasti ada selintas perbedaan, contohnya 

lengkung garis atau sejumlah titik. Kekurangan tersebut merupakan kelebihan dari 

hasil tangan. Pada proses pembatikan sering terjadi gerakan spontan, tanpa dihitung 

atau diperhitungkan lebih rinci. Batik tulis dibuat masal dengan standar ketetapan 

yang sama dari faktor tangan manusia. Contoh pengerjaan batik tulis dapat dilihat 

pada gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 

Pengerjaan Batik Tulis 

Sumber : IKM Batik Blimbing Malang 
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2) Batik Cap 

Batik cap adalah batik yang proses pengerjaannya melalui tahap-tahap 

persiapan, pencapaian, pengecapan, pewarnaan, pelodrodan, dan penyempurnaan. 

Pelaksanaan pembuatan batik cap lebih mudah dan cepat. Kelemahan pada batik 

cap adalah modif yang dibuat terbatas dan tidak dapat membuat motif besar. Selain 

itu pada batik cap tidak terdapat seni coretan dan kehalusan motif dianggap 

menentukan motif batik. Contoh pengerjaan batik cap terdapat pada gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. 

Pengerjaan Batik Cap 

Sumber : IKM Batik Blimbing Malang 

 

3) Batik Kombinasi (tulis dan cap) 

Batik Kombinasi adalah batik yang dibuat dalam rangka mengurangi 

kelemahan-kelemahan yang terdapat pada produk batik cap, seperti modif besar dan 

seni coretan yang tidak dapat dihasilkan dengan tangan. Dalam proses pembuatan 
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batik kombinasi ini memerlukan persiapan-persiapan yang rumit, terutama pada 

penggabungan motif yang ditulis dan motif capnya. Sehingga efisiensinya rendah 

dan nilai seni produknya disaakan dengan batik cap. Adapun proses pembuatannya 

mealui tahap persiapan, pemolaan, pembatikan, pencapan, pewarnaan, pelorodan, 

dan penyempurnaan. Contoh pengerjaan batik kombinasi pada gambar 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. 

Pengerjaan Batik Kombinasi (Cap dan Tulis) 

Sumber : IKM Batik Blimbing Malang 

 

d. Bahan Baku dan Peralatan 

1) Bahan Baku 

a. Kain putih atau mori adalah bahan baku batik yang terbuat dari katun. 

b. Pewarna adalah pewarna yang digunakan untuk membatik. 

c. Malam atau lilin adalah bahan yang digunakan untuk membatik. 
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2) Peralatan  

Peralatan yang digunakan dalam membatik antara lain gawangan, bandul, 

canting, wajan, kompor, taplak, dan saringan malam. Pengusaha atau pengrajin 

batik di Kota Malang untuk mendapakan bahan baku harus membeli dari Solo, 

Pekalongan, Yogyakarta, maupun Surabaya karena di Kota Malang sendiri belum 

ada pabrik yang menjual bahan baku yang dibutuhkan untuk membatik. Sehingga 

harus mengambil dari luar Kota Malang untuk mendapatkan bahan baku untuk 

memproduksi batik. Bahan baku dan peralatan dalam membuat batik pada gambar 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. 

 Peralatan dan Bahan Dalam Pembuatan Batik 

Sumber : IKM Batik Blimbing Malang 

 

e. Batik Malang 

Batik Malang biasa disebut Batik Malangan Jawa Timur. Batik Malang 

memang belum sepopuler batik yang ada di daerah Jawa Tengah namun keindahan 
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Batik Malang tidak kalah bagusnya dengan batik yang ada di daerah lain karena 

memiliki corak batik tersendiri yang khas dan unik. Malang sejak masa Kerajaan 

Kanjuruhan maupun Kerajaan Singosari telah memiliki ciri khas batiknya. Namun 

karena pada masa itu Malang sebagai pusat kekuasaan yang mengedepankan ilmu 

kanuragan dan kadigdayaan untuk mendukung stabulitas kekuasaan sehingga 

perkembangan batik justru terabaikan begitu saja. 

Salah satu motif motif yang unik dan khas dari Batik Malang yaitu motif 

Malang Kucewara. Memiliki filosofi yang mendalam yaitu terdapat simbol gambar 

Tugu Malang, Mahkota, Rumbai Singa, Bunga Teratai, Arca, dan selur-sulur serta 

isen-isen berbentuk belah ketupat. 

Batik Malang terkenal dengan motif batiknya yang cenderung cerah seperti 

warna hijau kemudian ditimpa dengan warna putih. Kemudian bahan bewarna outih 

ditimpa dengan warna merah. Rata-rata batik malang ini berpola seperti bunga dna 

tanaman walaupun memang ada beberapa motif yang menggambarkan kejujuran, 

keberanian, dan Singosari. Seperti halnya motif malang yang hanya bermain di 

warna saja tanpa adanya pola yang membentuk suatu benda. 

B. Penyajian Data 

1. Strategi Dinas Perindustrian Kota Malang dalam Pemberdayaan Guna 

Meningkatkan Daya Saing Industri Kecil Menengah Batik di Kota Malang 

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Salah satu sektor industri yang ada di Kota Malang dan tengah dikembangkan 

dan meningkatkan daya saing industrinya adalah industri batik. Guna 
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mengembangkan dan meningkatkan daya saing industri batik maka perlu diimbangi 

dengan kemampuan SDM yang memadai. Namun yang menjadi kendala dalam 

industri batik pada saat ini adalah minimnya kemampuan SDM yang dimiliki oleh 

pelaku usaha dalam melangsungkan industrinya. Tidak jarang dari mereka kurang 

memiliki ketrampilan, minat dan pengetahuan lebih dalam membatik. Hal tersebut 

membuat sumber daya yang dimiliki oleh pelaku usaha batik menjadi terbatas dan 

diperlukan adanya peningkatan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Wiwik Niarti 

selaku pemilik dari IKM Batik Blimbing yang mengatakan: 

“baik akan saya jelaskan yang merupakan permasalahan bagi pengrajin batik 

disini yaitu yang pertama adalah sumber daya manusia yang kurang serta 

minat terhadap batik juga kurang. Dulu disini ada beberapa pegawai yang 

diambil dari salah satu SMK di Kota Malang akan tetapi mereka tidak 

meneruskan karena kesibukannya masing-masing. Dimana generasi muda 

pengrajin batik yang beralih profesi yang lebih menonjolkan penampilan 

mereka seperti Salles Promotion Girl atau SPG.” (Wawancara pada 18 

Agustus 2017 pukul 17.00 WIB) 

Terbatasnya dalam kemampuan SDM yang dimiliki oleh pelaku usaha batik 

ini mengakibatkan produksi batik tidak memiliki inovasi-inovasi yang baru. Maka 

dari itu Dinas Perindustrian Kota Malang memberikan pemberdayaan guna 

meningkatkan daya saing melalui pendidikan maupun pelatihan kepada pengusaha 

atau pengrajin batik. Pemberdayaan pendidikan dan pelatihan ini bertujuan agar 

keterampilan dan kemampuan pelaku usaha dapat meningkat. 

Pada setiap tahunnya dinas selalu mengagendakan bentuk pemberdayaan 

kepada usaha atau industri kecil menengah yang ada di Kota Malang. 

Pemberdayaan dilakukan sebagai upaya dalam strategi pemerintah untuk 

meningkatkan kemampuan dan daya saing pada masing-masing industri. Salah satu 



 
78 

 

 
 

pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas adalah memberikan fasilitas bantuan 

pendidikan dan pelatihan yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan 

SDM. Pernyataan tersebut dijelaskan oleh Ibu Hartati, SE., Msi selaku Kepala Seksi 

Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia Dinas Perindustrian Kota Malang 

yang menyatakan bahwa: 

“Pada pemerintah daerah Kota Malang khususnya Dinas Perindustrian ini 

yang memberikan beberapa strategi pemberdayaan guna meningkatkan daya 

saing terhadap pelaku IKM yang ada di Kota Malang. Salah satunya adalah 

melalui peningkatan SDM. Jadi, dulu pejabat sebelum saya juga sudah 

memberikan pemberdayaan ini. Itu ada beberapa pelatihan, jadi kalau 

njenengan tanya ini, strategi dan program itu hampir sama. Untuk 

pemberdayaan SDM ini ada beberapa fasilitas yaitu mengenai pendidikan dan 

pelatihan yang meliputi pengetahuan mengenai produk batik, pelatihan 

mengenai desain batik dan pelatihan mengenai cara membatik. Selain itu ada 

juga pendidikan mengenai batik dengan melaksanakan studi banding diluar 

daerah yang memang komoditas unggulannya itu adalah batik. Jadi ada yang 

di Kota Jogja, dan di Kota Solo juga pernah.” (wawancara pada tanggal 30 

November 2017 pukul 09.47 WIB di Kantor Terpadu Gedung A lantai 3 

Dinas Perindustrian Kota Malang). 

Dalam menunjang pendidikan dan pelatihan agar berjalan maksimal maka 

selain dengan memberikan pendidikan dan pelatihan di wilayah Kota Malang, dinas 

juga mengajak pangusaha atau pengrajin batik untuk mengikuti studi banding di 

luar daerah Kota Malang yang memiliki komoditas unggulan batik. Hal senada juga 

di ungkapkan oleh Bapak Adonis Fatsun Via Lobe, S.T salah satu Staf Pembinaan 

dan Pengembangan Industri Kimia Dinas Perindustrian Kota Malang yang 

menyampaikan bahwa: 

“Pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh dinas biasanya dilakukan pada 

tingkat lokal maupun regional. Pendidikan dan Pelatihan yang kami lakukan 

yaitu mengajak pelaku pengusaha atau pengrajin batik untuk mengikuti studi 

banding yang ada di Kota Jogja, Kota Solo maupun kota yang memiliki 

komoditas unggulan batik. Studi banding ini bertujuan agar pendidikan dan 

pelatihan yang diberikan menjadi lebih maksimal.” (wawancara pada tanggal 
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30 November 2017 pukul 09.47 WIB di Kantor Terpadu Gedung A lantai 3 

Dinas Perindustrian Kota Malang). 
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Gambar 11. 

Pelatihan dan Pendidikan Pengrajin Batik oleh Dinas Perindustrian Kota 

Malang 

Sumber: Dinas Perindustrian Kota Malang 

Pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sangatlah penting 

diberikan kepada pengrajin atau pengusaha batik. Diharapkan dengan pengetahuan 

dan kemampuan yang lebih akan mampu menghasilkan batik dengan ragam dan 

corak yang beragam dan menciptakan inovasi motif-motif yang menarik.  

Senada dengan yang diungkapkan oleh salah satu pengusaha atau pengrajin 

batik yang menganggap bantuan dari Dinas Perindustrian sebagai kepanjangan 

tangan dari Pemerintah Daerah Kota Malang ini sudah cukup baik. Pengusaha atau 

pengrajin batik mengaku banyak mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam 

membatik dari dinas. Pendapat tersebut diungkapkan oleh Ibu Aulya Rishmawati 

selaku Pengelola di IKM Batik Blimbing Malang mengatakan bahwa: 
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“Kalau dari pemerintah sendiri memang kalau untuk peningkatan SDM itu 

sudah dilakukan kita sudah melewati beberapa kali pelatihan. Untuk 

peningkatan SDM bukan hanya di skill atau kemampuan (maksudnya di 

ketrampilan batiknya), tapi juga peningkatan pengelolaan usahanya. Dan 

menurut saya, kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh dinas 

ini sudah cukup baik.” (Wawancara pada tanggal 23 Desember 2017 pukul 

14.50 di rumah pengusaha atau pengrajin batik di Jalan Candi Jago Kota 

Malang). 

Berdasarkan pada pernyataan diatas yang menyatakan bahwa, dalam 

meningkatkan sumber daya pelaku industri batik dari Dinas Perindustrian Kota 

Malang telah berkontribusi dengan memberikan fasilitas pemberdayaan guna 

meningkatkan daya saing berupa pendidikan dan pelatihan. Bentuk dari pendidikan 

dan pelatihan ini berupa kegiatan mengikuti studi banding ke daerah lain yang 

memiliki komoditas unggulan batik, dan pelajaran mengenai membatik. Hal ini 

dilakukan agar bertujuan agar industri batik di Kota Malang memiliki motivasi yang 

tinggi dengan terus menciptakan karya-karya, kualitas serta motif terbaik.  

b. Kemampuan Pemasaran 

Pemasaran menjadi salah satu kegiatan pokok yang harus dilakukan pada 

kegiatan industri sebagai strategi promosi untuk mempertahankan industrinya. Hal 

ini dikarenakan pemasaran merupakan bentuk usaha dalam memperkenalkan 

produknya kepada konsumen. Pemasaran juga dianggap sebagai salah satu faktor 

yang mempengaruhi berkembang atau tidaknya suatu indsutri. 

Salah satu faktor penghambat dalam menjalankan industri adalah minimnya 

kemampuan dalam pemasaran. Selama ini pemasaran yang dilakukan oleh 

pengusaha atau pengrajin batik di Kota Malang dianggap sudah maksimal. Hal 

tersebut dikarenakan didukung oleh banyaknya program dari Pemerintah Daerah 
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Kota Malang yang dikumpulkan dalam ajang pameran IKM seperti pada gambar 12 

dibawah ini:  
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Gambar 12. 

Berbagai Macam Pameran oleh IKM Batik 

Sumber: Dinas Perindustrian Kota Malang 

 

Pemasaran yang dilakukan oleh pengusaha atau pengrajin batik ini juga 

mendapatkan tanggapan positif dari Dinas Perindustrian Kota Malang. Dengan 

kegiatan pemasaran ini dinas memberikan pemberdayaan yang bertujuan agar 

kemampuan pemasaran yang dimiliki menjadi lebih berkembang. Sehubungan 

dengan hal tersebut, Dinas Perindustrian Kota Malang memberikan fasilitas 

pemberdayaan berupa bantuan pemasaran melalui pameran. Fasilitas berupa 

pameran tersebut bertujuan agar Batik khas Malang lebih dikenal dan diminati oleh 

berbagai kalangan masyarakat baik masyarakat lokal maupun turis mancanegara. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Hartati, SE., Msi selaku Kepala Seksi 

Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia Dinas Perindustrian Kota Malang 

yang mengatakan bahwa: 
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“Dalam membantu pemasaran Dinas Perindustrian Kota Malang ini sudah 

memberikan fasilitas atau memfasilitasi berupa pameran. IKM Batik ini 

kami ajak untuk mengikuti pameran-pameran dan selebihnya dari IKM 

sendiri yang mengembangkan. Jadi kalau pameran itu merupakan fasilitas 

promosinya saja. Nah disini pameran itu dilakukan di dalam provinsi 

maupun diluar provinsi. Hal tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan 

kreativitas para pengusaha atau pengrajin batik tersebut. Selain itu pada 

kesempatan pertemuan atau event maupun wawancara ada pejabat yang 

mengenakan batik khas Malang ini sehingga dapat diliput agar masyarakat 

dapat mengetahui khas Malang ini melalui media cetak ataupun online.” 

(wawancara pada tanggal 30 November 2017 pukul 09.47 WIB di Kantor 

Terpadu Gedung A lantai 3 Dinas Perindustrian Kota Malang). 

Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Perindustrian Kota Malang melalui 

pemasaran. Pemasaran ini berupa pameran yang biasanya diselenggarakan di dalam 

provinsi maupun di luar provinsi. Pameran ini dilakukan agar bertujuan untuk lebih 

meningkatkan kreativitas maupun produktivitas pengusaha atau pengrajin batik 

dengan maksimal. Dengan adanya pameran-pameran di luar daerah Kota Malang 

ini maka diharapkan agar masyarakat lebih mengenal Batik khas Malang ini. 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Adonis Fatsun Via Lobe, S.T salah satu Staf 

Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia Dinas Perindustrian Kota Malang 

yang mengutarakan bahwa: 

“Memang dalam pemberdayaan ini dari Dinas Perindustrian Kota Malang 

juga memberikan fasilitas pemberdayaan yaitu dengan pengembangan 

pemasaran berupa pameran. Nah disini para pengusaha atau pengrajin batik 

ini kami ikutkan dalam pameran-pameran di dalam daerah maupun di luar 

daerah. Kami berharap dengan fasilitas ini membuat masyarakat lebih 

mengenal Batik khas Kota Malang. Selain itu kami juga melakukan 

pengenalan batik khas Malang ini melalui media cetak atau online sehingga 

masyarakat dapat mengetahui adanya batik khas Malang ini,” (wawancara 

pada tanggal 30 November 2017 pukul 09.47 WIB di Kantor Terpadu 

Gedung A lantai 3 Dinas Perindustrian Kota Malang). 

Keikutsertaan Dinas Perindustrian Kota Malang ini dalam mengajak 

industri batik terlibat dalam pameran membawa pengaruh positif terhadap 
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perkembangan industri batik. Dengan pameran yang dilaksanakan maka permintaan 

Batik Malang menjadi lebih meningkat. Dengan pemberian informasi dari dinas 

yang sudah tepat sasaran maka pengusaha atau pengrajin batik ini dapat mengikuti 

ajang pameran yang diselenggarakan oleh dinas. Selain itu juga dinas juga 

memanfaatkan media massa online sebagai sarana untuk mengenalkan produk batik 

khas Malang ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Aulya Rishmawati selaku 

Pengelola di IKM Batik Blimbing Malang mengatakan bahwa: 

“Dalam memperluas akses pemasaran memang dari Dinas Perindustrian 

Kota Malang sudah sering menghubungi untuk mengikuti event-event 

pameran. Itupun juga menyesuaikan dengan event pameran tersebut. 

Maksudnya adalah karena kita industrinya batik biasanya disesuaikan 

dengan produknya. Saya juga terbantu dengan adanya kegiatan pameran ini 

membuat masyarakat mengenal batik khasnya Kota Malang ini. Dinas juga 

beberapa kali melakukan pengenalan produk batik khas Malang ini melalui 

pemberitaan media cetak ataupun online dengan cara mengenakan Batik 

khas Malang ini di berbagai pertemuan atau event. Selain itu kami juga 

membuka website penjualan secara online juga sehingga masyarakat dalam 

maupun luar negeri dapat lebih mengenal batik khas Malang ini” 

(Wawancara pada tanggal 23 Desember 2017 pukul 14.50 di rumah 

pengusaha atau pengrajin batik di Jalan Candi Jago Kota Malang). 

Berdasarkan pada wawancara-wawancara narasumber diatas menyatakan 

bahwa Dinas Perindustrian Kota Malang sudah berkontribusi dalam melakukan 

pengembangan pemasaran melalui pemberdayaan yang telah diberikan. Hal 

tersebut diwujudkan dengan keikutsertaan Dinas Perindustrian Kota Malang dalam 

berbagai event pameran dengan mengikutsertakan pula pengusaha atau pengrajin 

batik. Selain itu ada pula pejabat yang mengenakan batik khas Malang ini ketika 

mengikuti event atau wawancara sehingga Batik ini dapat diliput media cetak 

ataupun online. Hal tersebut juga merupakan salah satu upaya dalam 
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mempromosikan dan memasarkan produk batik khas Malang agar dikenal oleh 

kalangan luas.   

c. Perizinan  

Dukungan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dalam hal perizinan 

merupakan salah satu strategi dalam memberikan kemudahan perizinan usaha atau 

kemudahan dalam memberikan bantuan agar usaha yang dimiliki menjadi badan 

usaha formal. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hartati, SE., Msi 

selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia Dinas 

Perindustrian Kota Malang, sebagai beriku: 

“Kami disini selaku pemerintah daerah yang melakukan strategi 

pemberdayaan terhadap IKM yang ada di Kota Malang ini juga memberikan 

fasilitas izin usaha. Diantaranya ada SIUP, IUI (Ijin Usaha Industri). Jadi 

disini kami bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sebelum memberikan rekomendasi, kita 

melakukan survei terlebih dahulu. Kalau sudah memenuhi syarat-syaratnya 

baru kita beri rekomendasi.” (wawancara pada tanggal 30 November 2017 

pukul 09.47 WIB di Kantor Terpadu Gedung A lantai 3 Dinas Perindustrian 

Kota Malang). 

Dalam mengurus perijinan maka IKM haruslah mengikuti syarat-syarat yang 

ditentukan oleh pemerintah dan difasilitasi oleh Dinas Perindustrian Kota Malang. 

Hal mengenai perijinan usaha ini juga dibenarkan oleh Bapak Adonis Fatsun Via 

Lobe, S.T salah satu Staf Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia Dinas 

Perindustrian Kota Malang sebagai berikut: 

“Memang dalam hal perijinan seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hartati tadi, 

Dinas Perindustrian Kota Malang memberikan fasilitas berupa perizinan 

kepada seluruh IKM yang ada di Kota Malang. Dalam mengurus perizinan 

yang pertama haruslah mengikuti syarat-syarat yang dapat dilihat dalam web 

kami. Setelah lengkap barulah kami melakukan survei ke IKM untuk dapat 
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membuat surat rekomendasi. Selain itu kami juga memberikan penyuluhan-

penyuluhan kepada IKM yang ada di Kota Malang mengenai bagaimana 

membuat perizinan usaha tersebut” (wawancara pada tanggal 30 November 

2017 pukul 09.47 WIB di Kantor Terpadu Gedung A lantai 3 Dinas 

Perindustrian Kota Malang). 

 
 

Gambar 13. 

Sosialisasi dan Penyuluhan Pengurusan Perijinan 

Sumber: Dinas Perindustrian Kota Malang 

Sejalan dengan apa yang dikatan oleh Dinas Perindustrian Kota Malang, dari 

pihak pengusaha atau pengrajin batik juga mengatakan hal senada. Seperti kutipan 

wawancara singkat bersama Ibu Aulya Rishmawati selaku Pengelola di IKM Batik 

Blimbing Malang sebagai berikut: 

“Untuk perizinan usaha memang dari dinas sendiri sebenarnya sudah sering 

mengajak kami khususnya pengusaha batik untuk mengikuti penyuluhan 

mengenai perizinan usaha beserta syarat-syaratnya seperti apa. Akan tetapi 

kami disini belum mengurusnya karena ada sesuatu dan lain hal. Sehingga 

perizinan kami hanya sampai di tingkat kecamatan saja. Untuk kedepannya 

sebenarnya kami ingin mengurus perizinan tersebut agar memiliki surat izin 

usaha yang sah dan berbadan hukum.” (Wawancara pada tanggal 23 

Desember 2017 pukul 14.50 di rumah pengusaha atau pengrajin batik di Jalan 

Candi Jago Kota Malang). 
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Gambar.  

Surat Izin Usaha 

Sumber: IKM Batik Blimbing Malang 

Berdasarkan beberapa wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

sebenarnya strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan ini salah satunya 

adalah memfasilitasi serta penyuluhan dalam perizinan usaha IKM. Dalam 

membuat perizinan usaha juga harus mengikuti syarat-syarat prosedural yang ada. 

Izin ini diurus oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) sedangkan Dinas Perindustrian sebagai fasilitator. 
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2. Dampak Kegiatan Strategi Dinas Perindustrian Dalam Pemberdayaan 

Terhadap Industri Kecil dan Menengah Batik  di Kota Malang  

a. Peningkatan Pendapatan 

Pertumbuhan ekonomi di Kota Malang dalam beberapa tahun terakhir 

menunjukkan statistik yang semakin meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik Kota Malang Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar 

Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 

2015 pertumbuhan ekonomi di Kota Malang adalah sebesar 5,44 persen di tingkat 

Jawa Timur dan 4,79 persen pada tingkat nasional.  

 
Gambar 15. 

Kondisi Ekonomi Daerah Kota Malang 2011-2015 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, 2017 (diolah penulis) 

 Salah satu yang membantu dalam meningkatkan perekonomian di Kota 

Malang adalah sektor industri. Mengacu pada BPS, sektor penyumbang PDRB 

tertinggi di Kota Malang adalah perdagangan, hotel dan restoran sebesar 28,9 

persen dan industri pengolahan sebesar 26,5 persen. Pada sektor industri di Kota 

Malang digolongkan menjadi industri kecil dan menengah dna industri besar. 



 
90 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. 

Sektor Pengumbang PDRB tertinggi di Kota Malang 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang 2017 (diolah penulis) 

 

Industri batik khas Malang memiliki dampak positif terhadap Kota Malang. 

Dari tahun ke tahun mengalami banyak perkembangan yang cukup menjanjikan. 

Sektor industri batik telah meningkatkan taraf perekonomian. Berkembangnya 

industri batik adalah dari tahun 2013 hingga sekarang. Terdapat banyak agenda 

event yang telah berhasil mengangkat serta memasarkan produknya secara luas. Hal 

tersebut menjadikan IKM Batik ini mendapatkan banyak pesanan dari luar kota 

misalnya Jakarta dan Bali. Selain itu juga menjadikan IKM Batik terkenal di luar 

negeri. Tak jarang turis asing juga datang untuk membeli batik dan mengikuti 

pembelajaran membatik. Otomatis pendaatan para pelaku industri batik serta omset 

daerah menjadi meningkat. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Hartati, SE., Msi selaku 

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia Dinas Perindustrian 

Kota Malang yang menjelaskan bahwa: 

“Seperti yang diketahui bahwa Batik khas Malang ini dahulunya merupakan 

industri yang hanya dikelola oleh keluarga. Akan tetapi dengan seiring 
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perkembangan waktu membuat perkembangannya mengalami kemajuan. 

Sehingga peminatnya pun semakin bertambah” (wawancara pada tanggal 30 

November 2017 pukul 09.47 WIB di Kantor Terpadu Gedung A lantai 3 

Dinas Perindustrian Kota Malang). 

 

Pendapatan pada industri batik saat ini memang mengalami peningkatan. Hal 

tersebut dikarenakan dibantu dengan adanya program dari pemerintah daerah. 

Pastinya pendapatan yang diperoleh dari industri batik sebagian persennya 

diserahkan ke Pemerintah Daerah untuk membayar pajak daerah setempat. Hal ini 

dijelaskan oleh Bapak Adonis Fatsun Via Lobe, S.T salah satu Staf Pembinaan dan 

Pengembangan Industri Kimia Dinas Perindustrian Kota Malang yang mengatakan 

bahwa: 

“Pada umumnya semua IKM yang berada di Kota Malang ini diwajibkan 

untuk membayar pajak dari hasil penjualan dan bertujuan untuk kesejahteraan 

daerah. Sebagai warga negara yang baik maka harus membayar pajak. Maka 

dari itu dengan banyaknya industri batik ini berhasil dalam memasarkan 

produknya maka pendapatan daerah pun akan meningkat.” (wawancara pada 

tanggal 30 November 2017 pukul 09.47 WIB di Kantor Terpadu Gedung A 

lantai 3 Dinas Perindustrian Kota Malang). 

 

Pemerintah Kota Malang juga telah mengadakan berbagai macam event di 

setiap tahunnya. Salah satu event  tersebut adalah Malang City Expo, dimana acara 

tersebut merupakan acara tahunan pameran produk UMKM terbesar Kota Malang. 

Dengan adanya event ini pula diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi para 

pelaku industri batik agar dapat memasarkan produknya secara meluas. Seperti 

yang diungkapkan oleh Ibu Aulya Rishmawati selaku Pengelola di IKM Batik 

Blimbing Malang  yang mengatakan bahwa: 

“Untuk sekarang ini alhamdulillah pendapatan yang saya peroleh lumayan 

menguntungkan, bisa balik modal dan membayar gaji utuh untuk pegawai 

saya mbak sekitar 10 hingga 15 juta dalam satu bulan. Selain itu juga batik 

saya menjadi lebih dikenal di luar daerah maupun di luar negri. Sampai bule-

bule ada juga yang kesini untuk membeli produk batik kami dan juga belajar 
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membatik.” (Wawancara pada tanggal 23 Desember 2017 pukul 14.50 di 

rumah pengusaha atau pengrajin batik di Jalan Candi Jago Kota Malang). 

 

Berdasarkan uaian diatas maka dapat tarik kesimpulan bahwa Dinas 

Perindustrian Kota Malang telah membantu dalam meningkatkan pendapatan para 

pelaku industri batik karena dari tahun ke tahun memperoleh keuntungan yang 

cukup meningkat melalui pemberdayaan yang diberikan.  

b.    Terbukanya Lapangan Pekerjaan 

Industri kerajinan batik di Kota Malang ini menjadi salah satu harapan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sehingga dapat menciptakan lapangan 

pekerjaan bagi orang sekitarnya seperti ibu-ibu rumah tangga maupun remaja putus 

sekolah. Setidaknya terdapat delapan sentra ikm batik di Kota Malang yang 

memberikan manfaat kepada masyarakat dengan peluang kerja. Hal ini seperti 

yang diungkapkan oleh Ibu Hartati, SE., Msi selaku Kepala Seksi Pembinaan dan 

Pengembangan Industri Kimia Dinas Perindustrian Kota Malang  yang 

mengatakan bahwa: 

“Dengan perkembangan industri batik yang ada di Kota Malang ini maka 

akan memberikan peluang kerja bagi masyarakat yang sedang membutuhkan 

pekerjaan. Akan tetapi juga harus diimbangi dengan kemampuan atau skill 

yang bagus dalam membuat batik. Maka dari itu diperlukan pelatihan agar 

kemampuan dalam membatik semakin baik” (wawancara pada tanggal 30 

November 2017 pukul 09.47 WIB di Kantor Terpadu Gedung A lantai 3 

Dinas Perindustrian Kota Malang). 

 Dengan adanya kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perindustrian 

Kota Malang memberikan dampak positif bagi pelaku IKM. Hal ini juga dirasakan 

oleh pengusaha atau pengrajin batik Ibu Aulya Rishmawati selaku Pengelola di 

IKM Batik Blimbing Malang  yang mengatakan bahwa: 



 
93 

 

 
 

“Saya sangat bersyukur dengan adanya dukungan pemerintah ini cukup 

membantu dalam menjalankan IKM Batik ini. Pada awal menjalankan 

industri batik ini saya mencoba mengajak warga sekitar agar mau membantu 

untuk menjalankan industri batik ini. Ada beragam latar belakang pegawai 

yang bekerja disini. Kemudian saya rekrut untuk belajar membatik dari saya 

sendiri maupun pelatihan yang dari Dinas” (Wawancara pada tanggal 23 

Desember 2017 pukul 14.50 di rumah pengusaha atau pengrajin batik di 

Jalan Candi Jago Kota Malang). 

Berdasarkan uraian diatas maka disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah dapat 

mengurangi pengangguran dan membuka lapangan kerja melalui IKM yang ada di 

Kota Malang. Selain itu agar tenaga kerja menjadi semakin terlatih, inovatif dan 

mandiri maka Dinas juga memberikan kegiatan pelatihan-pelatihan dalam 

membatik. Berikut adalah tabel jumlah tenaga kerja IKM Batik di Kota Malang. 

Tabel 5.  

Jumlah Tenaga Kerja IKM Batik di Kota Malang 

No Nama Perusahaan Alamat Jumlah 

Tenaga 

1. Brian Java Kelurahan Cemorokandang 10 

2. Batik Tlogomas Kelurahan Tlogomas 8 

3. Batik Blimbing Kelurahan Blimbing 15 

4. Bhre Tumapel Kelurahan Balearjosari 25 

5. Tansah Binerkah Kelurahan Jatimulyo 20 

6. Batik Celaket Kelurahan Rampal Celaket 14 

7. Batik Mboring Kelurahan Buring 11 
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8. Batik Antik Kelurahan Penanggungan 16 

Sumber: Dinas Perindustrian Kota Malang 2017 (diolah penulis) 

c. Menciptakan Inovasi 

Industri Batik di Kota Malang memiliki potensi dalam mengembangkan 

pelestarian kebudayaan batik. Pemberdayaan yang telah dilakukan ini merupakan 

suatu upaya yang memiliki dampak pada terciptanya inovasi yang baru dalam 

batik. Hal ini juga sebagai upaya untuk lebih mengangkat industri batik. Seperti 

yang diungkapkan oleh Ibu Hartati, SE., Msi selaku Kepala Seksi Pembinaan dan 

Pengembangan Industri Kimia Dinas Perindustrian Kota Malang  yang 

mengatakan bahwa: 

“Dengan pemberdayaan batik melalui berbagai kegiatan ini diharapkan dapat 

lebih memberikan inovasi-inovasi yang baru dalam batik itu sendiri. Sehingga 

memberikan daya tarik dan memiliki nilai jual lebih. Apabila memberikan 

daya tarik maka otomatis peminat terhadap batik khas Malang ini juga 

semakin meningkat.” (wawancara pada tanggal 30 November 2017 pukul 

09.47 WIB di Kantor Terpadu Gedung A lantai 3 Dinas Perindustrian Kota 

Malang). 

Terciptanya inovasi dalam industri batik ini dirasakan pula oleh pengusaha 

atau pengrajin IKM Batik Blimbing yang mengakibatkan banyaknya pemesanan 

batik. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Aulya Rishmawati selaku Pengelola di 

IKM Batik Blimbing Malang yang mengatakan bahwa: 

“Alhamdulillah dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah saya 

mendapatkan pelajaran berharga. Yang kemudian saya terapkan menjadi 

sebuah karya yaitu motif motif batik yang telah dipatenkan. Seperti motif 

Topeng Malang yang punya ya hanya kita saja mbak. Ada juga motif lainnya 

seperti motif Garuda Gunungan Pancasila yang sudah memiliki hak paten 
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juga” (Wawancara pada tanggal 23 Desember 2017 pukul 14.50 di rumah 

pengusaha atau pengrajin batik di Jalan Candi Jago Kota Malang). 

Berdasarkan pendapat dari narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian Kota Malang telah berkontribusi 

dalam pemberdayaan dengan baik dan saling mendukung satu sama lain. Hal ini 

terbukti dengan terciptanya beberapa inovasi dalam membatik seperti motif-motif 

nya yang telah mendapatkan hak paten. 

  

Gambar 17. 

Motif Batik beserta Surat Hak Cipta 

Sumber: IKM Batik Blimbing Malang 

 

3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Dinas Perindustrian 

dalam pemberdayaan guna meningkatkan daya saing Industri Kecil 

Menengah Batik di Kota Malang 

a. Faktor Pendukung 

1) Kegiatan Pameran Produk Hasil IKM Batik 

Sumber daya manusia pada IKM batik di Kota Malang ini terdiri dari segi 

tingkatan pendidikan yang hanya sebatas lulusan SMA atau MA dan sederajat. 
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Meski demikian, mereka memiliki kemampuan dalam membuat atau memproduksi 

batik. Menurut pengamat di salah satu IKM batik dalam memproduksi batik mereka 

selalu ingin mempelajari hal baru sehingga dapat menciptakan inovasi yang baru. 

IKM Batik Malang selalu melatih kreatifitas untuk memberikan suatu inovasi 

dalam memproduksi batik. Oleh karena itu Dinas Perindustrian Kota Malang selaku 

kepanjangan tangan dari pemerintah daerah selalu mengadakan kegiatan berupa 

pameran guna memperlancar pemasaran hasil produksi batik Malang. 

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa pemerintah daerah Kota Malang 

telah memberikan beberapa program guna menunjang daya saing salah satunya 

melalui kegiatan pameran yang diselenggarakan bersama Dinas Perindustrian Kota 

Malang. Hal ini juga dijelaskan pula oleh Ibu Hartati, SE., Msi selaku Kepala Seksi 

Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia Dinas Perindustrian Kota Malang 

yang menyatakan bahwa: 

“Untuk menunjang daya saing IKM Batik Malang ini kami disini sedang giat-

giatnya untuk mengajak IKM khususnya batik ini untuk mengikuti event atau 

acara pameran dalam melaksanakan strategi promosi. Jadi dalam melakukan 

pameran-pameran ini diharapkan Batik khas nya Malang ini dapat dikenal 

oleh masyarakat luas” (wawancara pada tanggal 30 November 2017 pukul 

09.47 WIB di Kantor Terpadu Gedung A lantai 3 Dinas Perindustrian Kota 

Malang). 

 

Kegiatan pameran IKM Batik Malang yang dilaksanakan oleh Dinas 

Perindustrian Kota Malang ini diharapkan mampu menjadi salah satu pendongkrak 

daya saing. Hal ini relevan dengan pernyataan yang diungapkan oleh Bapak Adonis 

Fatsun Via Lobe, S.T salah satu Staf Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia 

Dinas Perindustrian Kota Malang yang menyatakan bahwa: 
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“Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hartati tadi, disini saya hanya 

menambahkan bahwasannya dari Dinas Perindustrian Kota Malang ini 

memang sedang aktif untuk mengajak IKM untuk mengikuti kegiatan 

pameran sebagai salah satu strategi promosi. Melalui kegiatan pameran 

bersama dinas ini diharapkan selain mampu untuk mendongkrak daya saing 

IKM Batik juga mampu menggali lagi kreativitas yang dimiliki” (wawancara 

pada tanggal 30 November 2017 pukul 09.47 WIB di Kantor Terpadu Gedung 

A lantai 3 Dinas Perindustrian Kota Malang). 

 

Kegiatan pameran yang diadakan oleh dinas ini sangat dirasakan manfaatnya 

bagi pelaku atau pengrajin batik. Hal ini diunkapkan oleh Ibu Aulya Rishmawati 

selaku Pengelola di IKM Batik Blimbing Malang yang mengungkapkan bahwa: 

“Memang dari dinas sendiri sering juga meghubungi saya apabila 

mengadakan kegiatan seperti itu, misalnya pameran. Itupun kami juga 

menyesuaikan produknya dengan event yang diadakan oleh dinas. Nah, 

dengan adanya pameran tersebut gunanya untuk memasarkan produk batik 

kepada masyarakat luas. Selain itu saya juga dapat mengetahui kreatifitas 

milik teman-teman pengrajin batik lainnya.” (Wawancara pada tanggal 23 

Desember 2017 pukul 14.50 di rumah pengusaha atau pengrajin batik di Jalan 

Candi Jago Kota Malang). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 
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Gambar 18. 

Kegiatan Pameran Bersama Dinas Perindustrian Kota Malang 

Sumber: IKM Batik Blimbing Malang 

 

Jadi dengan adanya kegiatan pameran ini merupakan salah satu strategi 

promosi dari Dinas Perindustrian Kota Malang. hal ini diharapkan dapat 

memperkenalkan Batik khas Malang kepada khalayak masyarakat luas dan 

wisatawan yang hadir di pameran. Selain itu juga sebagai ajang pembelajaran bagi 

sesama pengrajin batik sehingga dapat menambah wawasan dalam berkreasi dan 

menciptakan inovasi.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan pameran produk 

hasil batik bersama Dinas Perindustrian Kota Malang ini menjadi salah satu faktor 

pendorong pemberdayaan IKM batik guna meningkatkan daya saing. IKM batik 

menjadi semakin berkembang dengan dikenalnya dikalangan masyarakat  seiring 

dengan meningkatnya penjualan berbagai produk dari IKM batik.  
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2) Paguyuban IKM 

Pada Industri Kecil Menengah yang ada di Kota Malang ini memiliki sebuah 

wadah paguyuban yang menjadi perkumpulan dari masing-masing IKM yang ada. 

Dengan adanya paguyuban ini maka memudahkan para pelaku Industri Kecil 

Menengah dengan berbagai bidang untuk berkumpul dan membicarakan 

kelangsungan industrinya. Dalam paguyuban IKM ini, para pengusaha atau 

pengrajin batik juga berkumpul yang mana mereka bisa saling bertukar fikiran 

mengenai perkembangan industri batik yang sedang berjalan sekaligus 

menyampaikan usulan mengenai kebutuhan mereka. Kelompok paguyuban IKM 

ini merupakan salah satu faktor pendukung bagi dinas dalam pemberdayaan kepada 

industri batik. 

Diselenggarakannya paguyuban ini menjadi wadah bagi pengusaha atau 

pengrajin untuk menyampaikan usulan agar dapat disalurkan kepada dinas terkait. 

Paguyuban tersebut diadakan dari kalangan pelaku industri saja bukan dibawah 

naungan Pemerintah Daerah. Akan tetapi, dinas juga ikut membantu dalam 

pergerakan paguyuban tersebut. 

Hal tersebut tentunya akan memudahkan dinas terkait dalam memberikan 

bantuan atau pemberdayaan yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan 

mereka dan tepat sasaran. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh oleh Ibu 

Hartati, SE., Msi selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri 

Kimia Dinas Perindustrian Kota Malang yang mengatakan bahwa: 



 
100 

 

 
 

“Untuk faktor pendukung kami dalam menjalankan perogram pemberdayaan 

salah satunya adalah dengan adanya paguyuban IKM di Kota Malang. Jadi, 

paguyuban ini dijadikan sebagai tempat atau wadah bagi para pelaku atau 

pengusaha IKM untuk menampung usulan dari pelaku industri sebelum 

disampaikan kepada kami. Sebelumnya pasti kami tampung dulu usulan-

usulan dari mereka kemudian kami agendakan. Dengan adanya paguyuban 

ini maka kami dapat mengetahui seperti apa pemberdayaan yang tepat 

sasaran.” (wawancara pada tanggal 30 November 2017 pukul 09.47 WIB di 

Kantor Terpadu Gedung A lantai 3 Dinas Perindustrian Kota Malang). 

Pernyataan dari dinas diatas relevan dengan ungkapan yang mengatakan jika 

adanya paguyuban ini snagat membantu dinas untuk mengetahui apa yang telah 

dibutuhkan oleh para pelaku IKM khusunya industri batik. Seperti halnya yang 

diungkapkan oleh Ibu Aulya Rishmawati selaku Pengelola di IKM Batik Blimbing 

Malang yang mengatakan bahwa: 

“Disini kami memiliki suatu wadah untuk berkumpulnya para pelaku IKM 

yaitu paguyuban. Di paguyuban ini kami dapat mencurahkan berbagai 

masalah atau hambatan yang ada. Jadi dengan adanya paguyuban ini menjadi 

salah satu sarana untuk mengeluarkan usulan untuk disampaikan kepada 

dinas terkait” (Wawancara pada tanggal 23 Desember 2017 pukul 14.50 di 

rumah pengusaha atau pengrajin batik di Jalan Candi Jago Kota Malang). 

Berdasarkan pemaparan narasumber diatas maka dapat dijelaskan bahwa 

dengan adanya paguyuban IKM ini menjadi salah satu aspek penting untuk 

memberikan kemudahan dalam memberikan pemberdayaan yang dilakukan oleh 

Dinas Perindustrian Kota Malang kepada para pelaku IKM yang ada di Kota 

Malang. Dengan adanya paguyuban ini maka menjadi salah satu faktor pendukung 

dinas dalam memberikan pemberdayaan yang sesuai dan tepat sasaran serta dapat 

meningkatkan daya saing. 
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b. Faktor Penghambat 

1) Rendahnya Keahlian Sumber Daya Manusia (SDM)  

Instrumen penting dalam melakukan pemberdayaan adalah sumber daya 

manusia. Dalam proses sumber daya manusia untuk berwirausaha tidak semuanya 

memiliki jiwa dan semangat untuk mengembangkannya. Kegagalan dalam 

mengembangkan industri batik ini salah satunya adalah rendahnya kualitas sumber 

daya manusia yang belum sadar sepenuhnya untuk melakukan kewirausahaan. 

Sumber daya manusia yang ada di Kota Malang ini masih terbatas dalam 

menciptakan inovasi sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh  Ibu Hartati, SE., Msi 

selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia Dinas 

Perindustrian Kota Malang yang mengungkapkan bahwa: 

“Dalam perkembangan industri batik ini saya rasa yang menjadi hambatannya 

salah satunya adalah dari kualitas Sumber Daya Manusia nya atau SDM. Jadi 

disini kami selaku dinas sudah memberikan pemberdayaan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh para pengusaha atau 

pengrajin batik ini yaitu dengan melakukan memberikan pelatihan kepada 

mereka. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini maka akan 

berpengaruh pada tingkat inovasi dan kreatifitas. Maka dari itu diharapkan 

dengan adanya pelatihan ini maka kualitas sumber daya manusia yang 

dimiliki dapat meningkat dan dapat meningkatkan daya saing.” (wawancara 

pada tanggal 30 November 2017 pukul 09.47 WIB di Kantor Terpadu Gedung 

A lantai 3 Dinas Perindustrian Kota Malang). 

Faktor penghambat dalam memberikan pemberdayaan adalah salah satunya 

rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Dengan rendahnya kualitas 

sumber daya manusia yang dimiliki ini maka akan berpengaruh pada tingkat inovasi 

dan kreatifitas yang mengakibatkan kurangnya daya saing dalam menjalankan 

industrinya. Hal tersebut sama hal nya yang diungkapkan oleh Ibu Aulya 
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Rishmawati selaku Pengelola di IKM Batik Blimbing Malang yang mengatakan 

bahwa: 

“Dalam menjalankan industri batik ini yang menjadi hambatan salah satunya 

adalah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Jadi disini saya kerap 

mengalami kesulitan mencari pengrajin yang benar-benar ingin bisa 

membatik. Seperti yang diketahui bahwa di era sekarang ini anak muda 

cenderung ingin bekerja yang lebih menampilkan diri mereka sendiri. 

Sedangkan dalam membatik ini diperlukan keuletan dan ketelatenan dalam 

prosesnya. Dengan minimnya sumber daya manusia yang dimiliki maka 

menjadikan proses pembuatan batik akan semakin lama. Sebenarnya disini 

pemberdayaan sumber daya manusia yang diberikan oleh dinas sudah baik 

dan saya dapat mengikutinya. Akan tetapi kembali lagi masalah yang utama 

ya itu tadi mbak.” (Wawancara pada tanggal 23 Desember 2017 pukul 14.50 

di rumah pengusaha atau pengrajin batik di Jalan Candi Jago Kota Malang). 

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa faktor penghambat dalam 

pemberdayaan yang dirasakan oleh dinas dengan pengusaha atau pengrajin batik 

ini memiliki satu kesamaan yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia. Selain 

itu juga generasi muda sekarang yang kurangnya kecintaan terhadap batik dan 

enggan untuk melestarikan batik. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas 

sumber daya manusia yang dimiliki maka akan berpengaruh pada tingkat inovasi 

dan kreatifitas dalam membatik yang akan mengakibatkan kurangnya berdaya 

saing. 

2) Sulitnya Mencari Bahan Baku  

Salah satu hal terpenting dalam industri batik ini adalah bahan baku 

pembuatan batik. Bahan baku pembuatan batik bagi pengusaha atau pengrajin batik 

sangan dipentingkan dikarenakan dibutuhkan untuk setiap proses pembuatannya. 

Dalam proses membatik ada tiga pekerjaan utama yang menjadi dasar dalam 

pembuatan batik, yaitu pelekatan malam, pewarnaan, dan penghilang malam. Dari 
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tiga pekerjaan tersebut dapat menghasilkan kombinasi serta variasi batik. Untuk 

menghasilkan batik dengan kualitas yang bagus maka harus didukung dnegan 

peralatan yang lengkap serta didukung pula oleh sumber daya manusia. Bahan-

bahan yang digunakan untuk pembuatan batik antara lain, yaitu kain mori, malam 

atau lilin untuk membatik, dan zat warna alami maupun sintestis. 

Bahan baku batik ini hampir semuanya menjadi kendala bagi pengusaha atau 

pengrajin batik di Kota Malang. Salah satu bahan baku batik ini adalah malam atau 

lilin batik yang masih dibeli dari luar wilayah Kota Malang. Daerah yang selama 

ini menjadi penyedia malam atau lilin batik adalah daerah Pekalongan dan 

Surakarta. Hal ini menjadi penghambat bagi pelaku IKM Batik Malang apabila 

mendapat banyak pemesanan batik sedangkan bahan baku malam atau lilin batik 

ini harus dibeli dari wilayah di luar Kota Malang. Pembelian bahan baku ke luar 

wilayah ini tentu membutuhan sarana transportasi dan mengakibatkan harga bahan 

baku menjadi mahal. Dari segi waktu juga membutuhkan waktu yang lama 

dikarenakan membutuhkan waktu dalam menempuh perjalanannya. 

Bahan baku lainnya untuk membuat batik bagi pelaku IKM batik di Kota 

Malang yaitu pewarna kain. Untuk membuat batik tulis maka membutuhkan 

pewarna alami yang dibeli di luar wilayah Kota Malang. Seperti yang diketahui 

bahwa Kota Malang sendiri merupakan kota yang basic nya bukan sebagai kota 

batik. Pewarna alami ini pada umumnya diperoleh dari warna-warna yang 

dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan seperti kayu secang, kelapa, kunyit dan lain 

sebagainya. Dari beberapa sumber pewarna alami tersebut ada beberapa tumbuhan 
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yang tumbuhnya musiman. Sehingga apabila kehabisan pewarna tersebut maka 

harus mencari ke daerah-daerah lain yang masih menyediakan pewarna alami 

tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Aulya Rishmawati selaku Pengelola di 

IKM Batik Blimbing Malang yang menjelaskan seperti berikut ini: 

“Untuk saat ini memang untuk bahan baku pembuatan batik ini seperti lilin 

dan juga pewarna kami masih membelinya ke daerah lain yang yang 

kebanyakan memang memiliki ciri khas batiknya. Kami disini selain 

memakai pewarna alami juga memakan pewarna sintetis untuk pewarnaan 

batik. Kendala yang kami alami disini biasanya untuk lilin itu sendiri untuk 

mendatangkannya juga membutuhkan waktu yang lumayan lama tergantung 

jasa pengirimannya. Kalau dari pewarna, kami juga memasoknya dari daerah 

di luar Kota Malang. Kendalanya juga hampir sama yaitu waktu 

pengirimannya serta apabila kami menggunakan pewarna alami, tidak jarang 

kehabisan dikarenakan tumbuhan yang menghasilkan pewarna tersebut 

sedang tidak musim” (Wawancara pada tanggal 23 Desember 2017 pukul 

14.50 di rumah pengusaha atau pengrajin batik di Jalan Candi Jago Kota 

Malang). 

Hal ini serupa dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Dra. Wiwik Niarti selaku 

pemilik dari IKM Batik Blimbing Malang yang menjelaskan seperti berikut: 

“Memang untuk bahan baku pembuatan batik ini kami masih 

mendatangkannya dari luar daerah Kota Malang seperti dari Pekalongan dan 

Surakarta. Untuk pewarna alami ini sendiri memiliki harga yang cukup mahal 

dibandingkan dengan pewarna sintetis. Jadi inilah mengapa batik dengan 

pewarna alami ini harganya lebih mahal dibandingkan dengan batik dengan 

pewarna sintetis.” (Wawancara pada tanggal 23 Desember 2017 pukul 14.50 

di rumah pengusaha atau pengrajin batik di Jalan Candi Jago Kota Malang). 

Berdasarkan pada uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor 

penghambat bagi pengusaha atau pengrajin batik di Malang yaitu minimnya bahan 

baku untuk pembuatan batik. Disamping itu juga waktu pengiriman yang tidak tentu 

kapan datangnya juga menjadi salah satu penghambat dalam mendapatkan bahan 

baku pembuatan batik. Hal ini juga mempengaruhi harga batik Malang yang relatif 

mahal apabila menggunakan pewarna alami serta menggunakan teknik batik tulis. 
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c.  Pembahasan 

Dalam pembangunan nasional masyarakat tidak hanya sebagai obyek, namun 

juga sebagai subyek dalam pembangunan. Agar pembangunan dapat terlaksana 

dengan cepat dan merata, maka pemerintah pusat memberikan kewenangan pada 

setiap daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai 

dengan kebutuhan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari Rasyid (dalam 

Soeares et al 2015) mengatakan bahwa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh 

pemerintah terdapat tiga fungsi yaitu: pelayanan (service), pemberdayaan 

(empowerment), dan pembangunan (development). Hubungan fungsi tersebut dapat 

diketahui bahwa pelayanan yang baik akan membuahkan keadilan bagi masyarakat. 

Sedangkan pemberdayaan adalah untuk mendorong kemandirian masyarakat 

melalui pemanfaatan potensi yang ada serta dalam pembangunan akan menciptakan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 

Pemberian kewenangan secara mandiri dalam menjalankan pemerintahan ini 

sebanding dengan upaya pemerintah yang sangat besar dalam menyelenggarakan 

pemerintahan yang baik. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam meningkatkan 

potensi yang dimiliki pada daerah. Salah satu langkah yang dapat ditempuh 

pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian di daerah adalah dengan 

cara meningkatkan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Pernyataan tersebut 

sesuai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah 

yang menekankan kepada setiap daerah untuk lebih memprioritaskan kehidupan 
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masyarakat dengan cara memberikan arahan dan pemberdayaan kepada 

masyarakat. 

Salah satu potensi yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan adalah sektor 

industri. Sektor industri dinilai mampu untuk menjadikan masyarakat lebih inovatif 

dan mandiri dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang ada. Agar sektor 

industri dapat terus berjalan maka diperlukan suatu peran dari pemerintah daerah 

melalui pemberdayaan agar dapat lebih berkembang dan memiliki daya saing. Hal 

tersebut tertuang dalam Pasal 72 Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

perindustrian pada poin a yaitu mampu berdaya saing. 

Agar peran yang dilakukan pemerintah tersebut dapat sesuai dengan ekspetasi 

maka pemerintah memberikan fasilitas yang dapat membantu sektor industri. Hal 

ini sesuai dengan Blakely dalam Kuncoro (2004:113) yang mengemukakan bahwa 

peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi adalah sebagai fasilitator maka 

pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan 

lingkungan perilaku di daerahnya. 

Sebagai seorang fasilitator,  pemerintah daerah perlu suatu alat untuk 

mencapai tujuan agar sektor industri dapat berkembang dan berdaya saing. Salah 

satu nya adalah melalui penetapan strategi oleh pemerintah daerah. Dengan adanya 

strategi ini maka  diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan 

memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Hal tersebut sejalan 

dengan yang diungkapkan Hax dan Maljuf dalam (Salusu, 2002:99-100) yaitu 
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strategi merupakan suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu dan integral 

dimana mampu untuk menampilkan tujuan organisasi.  

Berdasarkan uraian diatas bahwa upaya untuk meningkatkan perekonomian 

daerah maka pemerintah daerah memiliki peran dalam meningkatkan potensi 

daerah melalui strategi pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah agar potensi 

yang ada di daerah dapat berkembang dan berdaya saing. Salah satu sektor yang 

perlu diberikan pemberdayaan adalah sektor industri. Dengan adanya strategi 

pemberdayaan ini maka diharapkan setiap daerah dapat mandiri dalam mengelola 

sumber daya yang ada, mampu menciptakan produk unggulan daerah yang berdaya 

saing, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

1. Strategi Dinas Perindustrian Kota Malang dalam Pemberdayaan Guna 

Meningkatkan Daya Saing Industri Kecil Menengah Batik di Kota Malang 

Industri Kecil Menengah atau IKM merupakan salah satu yang berkontribusi 

besar dalam perekonomian masyarakat. Melalui IKM masyarakat dapat mengelola 

dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada. Hal ini dilakukan guna 

meningkatkan perekonomian masyarakat. Kegiatan industri ini pada umumnya 

merupakan suatu kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau 

setengah jadi. Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh Dumairy (1996:227) 

bahwa industri dapat pula menunjuk ke suatu sektor ekonomi yang didalamnya 

terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau 

setengah jadi. 
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Pada era pertumbuhan globalisasi yang pesat ini menuntut kepada para pelaku 

IKM untuk terus berkembang serta memiliki daya saing di tengah persaingan 

ekonomi global. Salah satu potensi yang potensial untuk dikembangkan adalah 

industri batik. Dalam menjalankan sektor industri tentunya mengalami hambatan-

hambatan yang akan mempengaruhi kelangsungan industri yang menjadi tidak 

maksimal. Permasalahan yang sering dialami oleh industri batik antara lain seperti 

rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketersediaan bahan baku yang terbatas, 

serta lemahnya kemampuan pemasaran. Seperti yang diungkapkan oleh Tambunan 

(2002:73) seperti masalah kesulitan pemasaran, masalah keterbatasan finansial. 

Keterbatasan sumber daya manusia dan masalah keterbatasan teknologi. 

Dalam rangka pemberdayaan ini para pelaksana program pemberdayaan ini 

perlu mempunyai prinsip-prinsip yang harus dipegang agar pemberdayaan yang 

dilakukan memiliki hasil yang maksimal. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan 

oleh Leagans dikutip Mardikanto dan Soebianto (2013:105) bahwa setiap penyuluh 

atau fasilitator dalam melaksanakan kegiatan harus berpegang teguh pada prinsip 

pemberdayaan yang telah disepakati oleh seorang penyuluh. 

Lebih lanjut menurut Menurut Mardikanto dan Soebianto (2013:105) 

menyatakan ada beberapa prinsip dalam pemberdayaan antara lain: 

1) Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin 

melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu. 

Karena melalui mengerjakan mereka akan mengalami proses belajar 
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(baik menggunakan pikiran perasaan dan ketrampilan) yang akan terus 

diingat untuk jangka waktu yang lama. 

2) Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau 

pengaruh yang baik atau bermanfaat karena perasaan senang atau puas 

tidak segan atau kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk 

mengikuti kegiatan belajar atau pemberdayaan di masa mendatang. 

3) Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus diartian dengan 

kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau 

menghubungkan kegiatan peristiwa dengan lainnya. 

Strategi yang dimaksud di dalam penelitian ini merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemberdayaan Industri Kecil Menengah 

atau IKM Batik serta dapat , meningkatkan daya saing. Hal ini sejalan dengan yang 

dikatakan oleh Mardikanto dan Soebianto (2013:167-168) yang salah satunya 

menjelaskan bahwa strategi sebagai kegiatan merupakan upaya yang dilakukan 

setiap induvidu, organisasi dan perusahaan untuk memenangkan persaingan 

perusahaan, demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Perindustrian pada poin a, tujuan dari perindustrian adalah mampu 

untuk berdaya saing. Selanjutnya merupakan strategi pemerintah daerah yang 

diwakilkan oleh Dinas Perindustrian Kota Malang dalam pemberdayaan IKM Batik 

sebagai berikut: 
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a. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan salah satu hal terpenting dalam 

mengembangkan suatu usaha khusunya IKM atau Industri Kecil Menengah. 

Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik maka dapat menjadikan kualitas 

produk IKM menjadi produk yang berkualitas serta berdaya saing dengan produk 

impor lainnya. Kualitas sumber daya manusia masih menjadi kelemahan pada IKM 

yang ada di Indonesia. Salah satu contoh yang dapat penulis gambarkan yaitu masih 

kurangnya inovasi dari produk yang dihasilkan. Maka dari itu Dinas Perindustrian 

Kota Malang sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah berupaya untuk 

mengatasinya melalui pemberdayaan. Seperti yang diungkapkan oleh Kartasasmita 

(1996:75) ada beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam pemberdayaan, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Upaya pemberdayaan masyarakat harus terarah (targeted) atau 

pemihakan kepada yang miskin atau lemah. Dalam hal ini pemberdayaan 

sudah terarah pada pengusaha kecil. Salah satu tindakan nyata dari Dinas 

Perindustrian yaitu sering mengajak para pelaku IKM untuk melakukan 

pertemuan rutin. 

b. Pendekatan kelompok, untuk memudahkan pemecahan masalah yang 

dihadapi bersama-sama. Para pengusaha IKM di Kota Malang memiliki 

paguyuban IKM yang sebagai sarana untuk berkeluh kesah mengenai 

keberlangsungan IKM dan paguyuban ini menjadi sarana untuk 

menyampaikannya kepada Dinas Perindustrian Kota Malang. 



 
111 

 

 
 

c. Pendampingan, selama proses pemberdayaan yang dilakukan dengan 

pembentukan kelompok masyarakat dilakukan oleh pendamping yang 

bersifat lokal, teknis dan khusus. Pendampingan selama ini terhadap 

IKM di Kota Malang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang. 

Kemampuan dan ketrampilan individu harus terus dikembangkan melalui 

sumber daya manusianya. Pengembangan sumber daya manusia ini dilakukan oleh 

Dinas Perindustrian Kota Malang melalui pelatihan-pelatihan bersama IKM Batik 

Blimbing di berbagai daerah. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam 

Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Makro 

pada pasal 2 poin g yaitu kemandirian. 

Adapun tujuan dari pemberdayaan ini dijelaskan lebih lanjut oleh Mardikanto 

dan Soebianto (2013:111) sebagai berikut: 

a. Perbaikan pendidikan (better education), Pemberdayaan harus dirancang 

sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Tujuan diberikannya 

pemberdayaan ini yaitu untuk perbaikan pendidikan. Hal ini dapat dicapai 

melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui 

Dinas Perindustrian Kota Malang. Dengan perbaikan pendidikan ini 

diharapkan dapat termotivasi dalam mengembangkan produknya serta 

menumbuhkan daya saing. 

b. Perbaikan aksesibilitas (better accesibility), dengan tumbuh dan 

berkembangnya semangat belajar oleh pelaku IKM Batik maka dapat 
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memperbaiki asesibilitas dalam informasi serta menumbuhkan kreativitas 

serta inovasi terhadap produksi batik. 

c. Perbaikan tindakan (better action), dengan perbaikan pendidikan dan 

aksesibilitas dengan sumber daya yang telah dicapai dengan baik maka 

ketrampilan dalam memproduksi batik dan kemampuan manajemen 

usahanya akan membuat tindakan pelaku IKM Batik menjadi lebih baik dari 

sebelumnya.  

d. Perbaikan kelembagaan (better institution), dengan perbaikan kegiatan atau 

tindakan yang dilakukan dengan membuat paguyuban IKM maka dapat 

memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitra 

usaha. 

Sebagai salah satu pemberdayaan IKM yang dilakukan pemerintah daerah 

Kota Malang melalui Dinas Perindustrian Kota Malang salah satunya adalah 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia haruslah 

dikembangkan agar dapat meningkatkan kualitasnya. Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Firmansyah (2014:23) yang salah satunya adalah pengembangan 

sumber daya manusia. Seperti yang telah dilakukan Dinas Perindustrian Kota 

Malang terhadap IKM Batik yaitu dengan memberikan pendidikan melalui 

memberian pendidikan dan juga pelatihan membatik di dalam maupun di luar 

daerah Kota Malang agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 

dimiliki. 

Berdasarkan pada uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas 

Perindustrian Kota Malang dalam memberikan pemberdayaan untuk meningkatkan 
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kualitas sumber daya manusia sudah memberikan fasilitas berupa pendidikan dan 

pelatihan bersama IKM Batik Blimbing. Pendidikan dan pelatihan ini berlangsung 

dengan melakukan studi banding di dalam daerah maupun di luar daerah Kota 

Malang. 

b. Kemampuan Pemasaran 

Pemasaran dianggap sebagai kegiatan yang didalamnya mengandung 

informasi mengenai produk yang akan dijual dan mempromosikan produk tersebut 

agar menarik hati konsumen. Melalui pemasaran ini hasil produk dapat dikenal oleh 

masyarakat dan bisa meningkatkan daya jual. Dengan strategi pemasaran yang 

maksimal maka dapat menarik minat konsumen sehingga permintaan pasar pun 

menjadi semakin meningkat. Sebaliknya apabila strategi pemasaran yang dibuat ini 

lemah, maka maka menyebabkan barang-barang tersebut kurang dikenal dan 

diminati masyarakat sehingga menjadikan minimnya permintaan oleh pasar. Hal ini 

sejalan dengan yang diungkapkan oleh Tambunan (2002:70) kesulitan pemasaran 

ini meliputi permintaan pasar yang turun, tidak mampu menjual pada harga pasar, 

tidak mampu bersaing dalam kualitas dan pelayanan. 

Adanya kelemahan pemasaran yang dialami oleh industri kecil maka 

diperlukan stategi pemberdayaan yang terarah dalam menghadapi permasalah 

tersebut. Salah satunya adalah pemerintah daerah melakukan strategi 

pemberdayaan melalui meningkatkan kemampuan pemasaran. Dengan 

meningkatkan meningkatkan kemampuan pemasaran ini bertujuan agar memberi 

kekuatan pada industri kecil untuk melakukan pemasaran yang lebih baik dan 
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produknya lebih dikenal oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut tertuang 

dalam Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 pasal 7 poin g yaitu promosi dagang. 

Industri kecil pada umumnya juga mengalami beberapa permasalahan dalam 

menjalankan industrinya. Permasalahan ini yaitu kemampuan pemasarannya. 

Selama ini industri batik di Kota Malang khusunya pada IKM Batik Blimbing 

terhambat karena masih minimnya tempat untuk pemasaran. mereka hanya 

mengandalkan menjual produk batik di galeri batik yang berada di dalam rumah. 

Oleh karena itu diperlukan strategi pemberdayaan daerah dalam mengatasi 

permasalahan pemsasaran pada pelaku industri batik. 

Mengenai rendahnya pemasaran ini mendapatkan respon yang baik dari 

pemerintah daerah yang berupaya untuk mengatasi permasalahan dalam pemasaran. 

Dinas Perindustrian Kota Malang memberikan pemberdayaan dalam meningkatkan 

kemampuan pemasaran pada industri batik melalui memberikan fasilitas berupa 

pameran. Pameran ini dilakukan agar menarik minat masyarakat luas agar lebih 

mengenal dan lebih tertarik oleh batik khas Malang ini. Pameran ini dilaksanakan 

tidak hanya di dalam Kota Malang tetapi juga dilaksanakan pada luar daerah Kota 

Malang. Hal ini sejalan dengan yang diungkapan oleh Sjaifudin yang dikutip oleh 

Firmansyah (2014:23) strategi pemberdayaan IKM yang salah satu strategi 

pemberdayaan adalah pengembangan pemasaran. Strategi yang dimaksud yaitu 

meningkatkan akses bagi usaha kecil kepada pasar dengan cara menciptakan pola 

hubungan produksi subkontrak dan promosi yang berkaitan dengan pola sub 

kontrak yang lebih diprioritaskan bagi usaha-usaha vertikal. 
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Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perindustrian Kota Malang sudah 

melakukan strategi pemberdayaannya yaitu berupa pameran guna meningkatkan 

kemampuan pemasaran bagi pengusaha atau pengrajin batik di Kota Malang. 

pemberdayaan yang dilakukan dengan mengikut sertakan pengusaha atau pengrajin 

batik untuk mengikuti pameran-pameran di dalam maupun diluar daerah Kota 

Malang. Sehubungan dengan hal tersebut juga telah dirasakan oleh pelaku industri 

batik khususnya pada IKM Batik Blimbing guna mempermudah memasarkan 

produknya secara meluas.   

c. Perizinan 

Dukungan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan industri batik ini 

memang sangat dibutuhkan. Dukungan ini dibutuhkan dalam pengembangan usaha 

kecil. Dukungan dari pemerintah daerah ini salah satunya dapat diwujudkan dalam 

memberikan fasilitas kemudahan mengurus dan memberi ijin. Hal ini sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang  UMKM pada pasal 7 poin e yang 

menyebutkan tentang perijinan usaha. Fasilitas dalam perijinan usaha yang 

diberikan oleh pemerintah daerah daerah dapat memberikan pengaruh baik terhadap 

usaha kecil. Apabila usaha kecil tersebut memiliki ijin usaha secara hukum, maka 

usaha tersebut menjadi usaha formal yang memiliki kekuatan hukum dan bisa 

memperoleh bantuan permodalan dari pihak bank. 

Dinas Perindustrian Kota Malang sebagai kepanjangan tangan dari 

pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas perizinan dalam membantu pelaku 

atau pengusaha industri batik agar memiliki kekuatan hukum. Hal ini sesuai dengan 
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ungkapan dari Sjaifudin yang dikutip oleh Firmansyah (2014:23) yang salah satu 

strategi pemberdayaan IKM adalah pengaturan perizinan. Pengaturan perizinan ini 

secara formal dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur dan memantau 

perkembangan usaha kecil. Ada tiga jenis perizinan yang harus dipenuhi antara lain: 

izin tempat usaha (kelayakan, lokasi serta dampak terhadap lingkungan), izin usaha 

industri serta ijin perdagangan. 

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah 

Daerah Kota Malang melalui Dinas Perindustrian telah memberikan pemberdayaan 

berupa fasilitas perizinan terhadap IKM Batik Blimbing. Pengurusan izin SIUP 

(Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) serta beberapa 

izin lainnya telah dilaukan pada kantor pelayanan terpadu Kota Malang. Dinas 

Perindustrian Kota Malang berperan sebagai fasilitator yang memberikan 

kemudahan bagi pemilik industri dalam mengurus perizinan. Dengan memberikan 

sosialisasi serta penyuluhan mengenai perizinan terhadap IKM diharapkan agar 

masyarakat menjadi sadar hukum dan mengerti pentingnya perijinan bagi 

kelangsungan IKM Batik. Dengan mempertahankan eksistensi batik khas Malang 

ini dapat menjadikan batik khas Malang sebagai salah satu produk unggulan Kota 

Malang serta berdaya saing. 

2. Dampak Kegiatan Strategi Dinas Perindustrian Dalam Pemberdayaan Guna 

Meningkatkan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah Batik  di Kota 

Malang  

a. Peningkatan Pendapatan 
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Pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah daerah selain untuk membina, 

melatih dan membimbing juga diharapkan mampu untuk mendorong pengusaha 

atau pengrajin IKM batik di Kota Malang untuk memperoleh manfaat dari segi 

ekonomi. Adanya event yang ada di Kota Malang seperti Malang City Expo yang 

diadakan setiap tahun didalamnya menampilkan dan memasarkan produk Batik 

khas Malang. Dengan adanya event tersebut merupakan wujud komitmen 

pemerintah dan masyarakat Kota Malang dalam menumbuh kembangkan budaya 

lokal khususnya batik agar semakin diminati oleh masyarakat. Selain itu juga 

mempromosikan Batik khas Malang ke khalayak luas. 

                  

Gambar 19. 

Event Malang City Expo 2017 

Sumber: www.aurabiru.com  

Strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian ini merupakan sebagai 

wujud agar pelaku IKM batik dapat lebih berkembang serta mandiri. Dengan 

http://www.aurabiru.com/
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adanya kegiatan atau event bersama dinas pula menjadikan pemasaran hasil usaha 

tidak sulit untuk memasarkan ke daerah lain dan hal tersebut sangat menguntungkan 

bagi pelaku IKM Batik. Hal ini dirasakan pula oleh pelaku IKM Batik Blimbing 

yang mengalami peningkatan dalam hal pendapatan. Sehubungan dengan hal 

tersebut memiliki pengertian yang sama dari pernyataan Mardikanto dan Soebianto 

(2013:111) yaitu pada tujuan pemberdayaan meliputi perbaikan pendapatan (better 

income) dengan terjadinya perbaikan bisnis dalam IKM yang dilakukan maka 

diharapkan dapat pula memperbaiki pendapatan keluarga dan masyarakat. 

Dari uraian yang dijabarkan diatas bahwa strategi yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah mampu mengeluarkan potensi pelaku atau pengrajin IKM Batik 

di Kota Malang. Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian Kota Malang telah 

mampu memberdayakan para pengusaha atau pelaku IKM Batik dengan berbagai 

berbagai pembinaan, pelatihan serta pengadaan event yang membawa Batik khas 

Malang lebih dikenal oleh masyarakat luas. Hal tersebut otomatis membawa 

keuntungan secara finansial dikarenakan banyaknya permintaan dari konsumen. 

Peningkatan pendapatan ini juga berpengaruh pada kesejahteraan pelaku atau 

pengrajin batik. 

b. Terbukanya Lapangan Kerja 

Pengangguran adalah salah satu penyebab kemiskinan. Pengangguran ini 

terjadi dikarenakan ketidakseimbangan antara kesempatan kerja dengan jumlah 

lapangan pekerjaan. Fenomena ini banyak terjadi di negara-negara berkembang dan 

Negara Indonesia juga termasuk di dalamnya. Dimana tingkat pengangguran itu 
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termasuk tenaga kerja terdidik maupun yang tidak terdidik hampir memiliki jumlah 

yang sama.  

Diperlukan suatu strategi yang sPt memberikan pemahaman, pengarahan 

serta dorongan dari pemerintah untuk memberikan cara dalam mengatasi 

permasalahan pengangguran. Maka dari itu diperlukan suatu keberanian untuk 

menciptakan keberhasilan dalam bidang ini melalui wirausaha. Wirausaha ini juga 

berguna untuk mereduksi jumlah penganngguran di Indonesia karena mereka 

didorong untuk mandiri, kreatif dan inovatif. 

Pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian Kota Malang telah 

memberikan strategi dalam pemberdayaan kepada pengusaha atau pengrajin Batik 

khas Malang. Hal ini juga menimbulkan suatu dampak yang positif yaitu dapat 

meningkatkan taraf hidup kehidupan dengan meluasnya lapangan pekerjaan bagi 

kalangan masyarakat baik yang berpendidikan maupun yang tidak perpendidikan. 

IKM Batik Blimbing ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

yang memerlukan pekerjaan. 

Dinas Perindustrian Kota Malang ini secara terintegrasi dengan pengusaha 

atau pengrajin batik untuk melakukan berbagai pelatihan agar tercipta pengusaha 

atau pengrajin batik yang kreatif dan inovatif. Terciptanya strategi pemberdayaan 

IKM batik ini memiliki pengaruh yang positif. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dinyatakan oleh Dumairy (1996:48) mengakatakb bahwa tujuan pengembangan 

industri salah satunya adalah sebagai argumentasi pencipta lapangan kerja. Dengan 
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terbukanya lapangan kerja yang baru maka dapat meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. 

dseoleh Dinas Perindustrian telah mampu mengambangkan usaha batik 

hingga menembus pasar global. Hal tersebut berkesinambungan dengan adanya 

penyerapan tenaga kerja sehingga pengagguran dapat diatasi. 

c. Menciptakan Inovasi 

Pada umumnya pemberdayaan meurpakan suatu kerjasama yang baik dan 

terjadi antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan ini 

maka dapat memunculkan suatu kreatifitas dan juga inovasi. Seperti halnya dengan 

yang diungkapkan oleh Imam Hanafi dan Imam Hardjanto (2004) yang mengatakan 

bahwasannya industri kecil dan menengah memiliki kekuatan atau kelebihannya 

sendiri yaitu salah satunya adalah memiliki kebebasan untuk bertindak. Dalam hal 

ini bila ada perubahan misalnya perubahan produk baru maka usaha kecil bertindak 

dengan cepat untuk menyesuaikan dengan keadaan yang telah berubah tersebut. 

Agar tetap terjaga kelestarian budayanya maka pemerintah daerah melalui 

Dinas Perindustrian Kota Malang membuat suatu strategi pemberdayaan pada IKM 

Batik. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerinta dengan pelaku atau 

pengrajin maka akan tercipta pemberdayaan yang baik. Sehubungan dengan 

pernyataan tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Bhatnagar dalam Mardikanto 

dan Soebianto (2013:106) bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan pada poin ketiga 

yaitu adanya kerjasama dan partisipasi. Seperti hal nya IKM Batik Blimbing yang 

mampu membuat inovasi dalam produknya agar lebih menarik konsumen. Inovasi 
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ini seperti halnya motif motif yang lebih baru dan menjadi suatu ciri khas tersendiri 

bagi Batik khas Malang ini. 

Dari beberapa uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas 

Perindustrian Kota Malang melakukan sebuah strategi pemberdayaan IKM Batik 

agar terjaga pelestarian kebudayaan batik. Hal tersebut memiliki dampak positif 

bagi IKM Batik yaitu terciptanya inovasi produk batiknya yang menjadi ciri khas 

tersendiri bagi Batik khas Malang dan menjadi daya tarik bagi konsumen dalam 

maupun luar negeri. 

3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Dinas Perindustrian 

Dalam Pemberdayaan Guna Meningkatkan Daya Saing Industri Kecil 

Menengah Batik di Kota Malang 

a. Faktor Pendukung 

1) Kegiatan Pameran Produk Hasil IKM Batik 

Adanya kegiatan produk hasil IKM Batik yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah Kota Malang menjadi salah satu program kegiatan dalam 

pemberdayaan IKM Batik khas Malang. Pemerintah Daerah sebagai seorang 

fasilitator dalam memberikan pemberdayaan maka harus berperan dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut dilakukan agar 

menciptakan masyarakat yang berinovasi dan kreatif. Sehubungan dengan hal 

tersebut sama hal nya dengan yang diungkapkan oleh Nasirin (2010:18) bahwa 

salah satu proses pemberdayaan dapat diukur melalui perencanaan program dan 

pelaksanaan program tersebut. 
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Gambar 20. 

Kegiatan Pada IKM Batik Blimbing Malang 

Sumber: IKM Batik Blimbing Malang 2017 

Program kegiatan oleh pemerintah daerah Kota Malang dalam strategi 

pemberdayaan pelaku IKM batik dilakukan berdasarkan visi dan misi. Untuk 

mengimplementasikan visi dalam hal ini Dinas Perindustrian Kota Malang adalah 

“Terwujudnya Industri  Yang Tangguh Dan Berdaya Saing Sebagai Sektor 

Penggerak Ekonomi Yang Berkeadilan”. Dan misinya adalah “Meningkatkan Daya 

Saing Industri”.  

Sesuai dengan visi dan misi tersebut maka dengan adanya program kegiatan 

berupa kegiatan pameran produk IKM Batik khas Malang merupakan salah satu 

wujud program bantuan dari pemerintah daerah terhadap IKM Batik. Kegiatan 



 
123 

 

 
 

pameran batik dilakukan di dalam daerah maupun diluar daerah. Dengan kegiatan 

pameran ini lebih memperkenalkan Batik khas Malang ke masyarakat lokal maupun 

internasional yang hadir pada pameran. Selain itu dengan diadakan kegiatan 

pameran ini dapat menciptakan perluasan pemasaran pada industri Batik khas 

Malang. 

2) Paguyuban IKM 

Salah satu obyek dari pemberdayaan adalah masyarakat. Dengan melibatkan 

masyarakat maka pemberdayaan akan berlangsung dengan baik. Keikutsertaan 

masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan program akan membantu dalam 

mencapai tujuan pemberdayaan. Dalam hal ini membuat pemerintah daerah Kota 

Malang mengikutsertakan masyarakat dalam merencanakan program sekaligus 

dalam melaksanakan program. Sehingga hal tersebut dapat membantu pemerintah 

dalam mengoptimalkan pemberdayaan.  

Keikutsertaan masyarakat khususnya pelaku IKM di Kota Malang dalam 

pemberdayaan dengan membentuk sebuah paguyuban IKM. Paguyuban IKM 

merupakan salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan pemberdayaan oleh 

Dinas Perindustrian Kota Malang. Selain itu dengan adanya paguyuban IKM ini 

sangat membantu serta mendukung dinas dalam menyelenggarakan pemberdayaan 

yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan 

yang diungkapkan oleh Kartasasmita (1996:75) salah satu pendekatan yang dapat 

digunakan dalam pemberdayaan melalui kelompok masyaraka yang memudahkan 

dalam pemecahan masalah yang dihadapi bersama-sama. 
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Pentingnya suatu industri memiliki kelompok paguyuban karena kelompok 

paguyuban tersebut merupakan sebuah wadah untuk menampung aspirasi maupun 

usulan yang kemudian disalurkan kepada dinas agar ditindaklanjuti. Keberdaan 

paguyuban ditengah pelaku IKM Batik juga memberikan dukungan bagi mereka 

untuk dapat menambah wawasan pengetahuan dalam setiap perkembangan industri 

melalui informasi  maupun pertukar pikiran dengan pelaku atau pengusaha IKM 

lainnya. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Mardikanto dan Soebianto 

(2013:105) bahwa salah satu prinsip pemberdayaan adalah mengerjakan yang 

artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat 

untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Karena melalui proses mengerjakan 

mereka akan mengalami proses belajar. 

Berdasarkan pada pernyataan diatas maka bisa disimpulkan bahwa dalam 

memberikan pemberdayaan pada pelaku industri batik Dina Perindustrian Kota 

Malang telah melaksanakan staategi pemberdayaan dengan baik. Hal ini didukung 

dengan adanya paguyuban IKM. Melalui paguyuban IKM dinas akan lebih 

mengenali hambatan serta kebutuhan pada pelaku industri khususnya industri batik 

sehingga dinas dapat memberikan pemberdayaan yang tepat.  

b. Faktor Penghambat 

1) Rendahnya Keahlian Sumber Daya Manusia  

Pada dasarnya pemberdayaan akan memberikan kekuatan maupun daya 

kepada pelaku industri guna menghadapi persoalan yang sedang dialami. Selain 

memberikan itu pemberdayaan juga memiliki tujuan lain yang ingin dicapai. Tujuan 
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tersebut yaitu peningkatan masyarakat yang kuat dan mandiri. Sebagai langkah 

untuk mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan keahlian sumber daya manusia. 

Dalam pemberdayaan terdapat beberapa unsur yang dapat mempengaruhi 

jalannya pemberdayaan. Unsur tersebut akan berpengaruh pada kelancaran 

pemberdayaan yang akan dilakukan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh 

Suhendra (2008:86) yang mempengaruhi unsur dari pemberdayaan adalah sebagai 

berikut: 

i. Kemampuan politik yang mendukung. 

j. Suasana kondusif untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh. 

k. Motivasi. 

l. Potensi masyarakat. 

m. Peluang yang tersedia. 

n. Kerelaan mengalihkan wewenang. 

o. Perlindungan. 

p. Kesadaran. 

Strategi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian sangat 

diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dinas Perindustrian Kota Malang 

menemukan beberapa hambatan dalam memberikan pemberdayaan kepada industri 

batik. Hambatan tersebut terjadi ketika menjalankan program pemberdayaan 

sehingga hal tersebut dapat menghambat jalannya pemberdayaan. 

Faktor penghambat dalam pemberdayaan yang dirasakan oleh dinas adalah 

rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dengan rendahnya kualitas sumber daya 
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manusia maka akan berpengaruh kepada jalannya pemberdayaan industri 

batik.dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki maka dapat 

menyebabkan kurangnya kreativitas dan inovasi dalam industri batik. 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang 

dialami oleh dinas ketika memberikan pemberdayaan kepada industri batik yaitu 

rendahnya keahlian sumber daya manusia yang dimiliki. Hal tersebut pada akhirnya 

berdampak pada kemampuan dalam menerima pendidikan pelatihan sehingga 

menimbulkan kurangnya kreatifitas dan inovasi pelaku industri batik. 

2) Sulitnya Mencari Bahan Baku  

Ketersediaan bahan baku dalam industri batik merupakan salah satu hal yang 

mempengaruhi produktivitas serta mutu dari industri batik. Semakin mudah bahan 

baku didapat maka akan memudahkan dalam produktivitas perkembangan industri. 

Namun bila sebaliknya, bahan baku yang sulit untuk didapat maka berpengaruh 

pada usaha seperti harga yang tinggi. Hal ini relevan dengan pernyataa dari Imam 

Hanafi dan Imam Hardjanto (2006:42) yang menjelaskan bahwa kelemahan 

strutural dalam indsutri yaitu salah satunya informasi bahan baku. Masalah 

keterbatasan bahan baku adalah ketersediaan bahan baku yang terbatas.  

Masalah keterbatasan bahan baku adalah faktor dari penghambat 

pemberdayaan IKM Batik dalam memperoleh bahan baku. Bahan baku dalam 

industri batik khas Malang yang sulit diperoleh adalah malam dan pewarna alami 

yang harus didapatkan dari daerah luar Kota Malang. Selain itu diperlukan waktu 

yang tidak sebentar dalam pengiriman bahan bakunya. Dari hal tersebut maka 
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mempengaruhi harga bahan baku menjadi mahal serta dapat mempengaruhi daya 

saing dalam industri batik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Muhardi 

(2007:40) yang menjelaskan bahwa dimensi daya saing terdiri dari biaya, kualitas, 

waktu penyampaian serta fleksibilitas. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai strategi Dinas 

Perindustrian dalam pemberdayaan guna meningkatkan daya saing IKM Batik di 

Kota Malang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan pemerintah daerah 

Kota Malang sudah berjalan dengan baik yaitu dengan peningkatan 

ketrampilan dalam membatik melalui pendidikan dan pelatihan. 

2. Fasilitas perluasan pemasaran dilakukan dengan mengadakan kegiatan 

pameran serta pemberitaan melalui media cetak dan elektronik produk 

IKM Batik khas Malang. 

3. Akses perijinan menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh Dinas 

Perindustrian Kota Malang yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada 

IKM yang ada di Kota Malang.   

4. Dampak strategi Dinas Perindustrian dalam pemberdayaan guna 

meningkatkan daya saing IKM Batik di Kota Malang seperti: 

a. Peningkatan Pendapatan 

Strategi pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian 

Kota Malang telah mampu untuk memberdayakan para pengusaha atau 

pengrajin batik dengan serangkaian pembinaan, pelatihan dan event 

yang telah membawa IKM Batik Malang menjadi lebih dikenal. Hal ini 
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membawa keuntungan secara finansial yang didapat oleh IKM Batik 

Blimbing Malang. 

b. Terbukanya Lapangan Pekerjaan 

Dengan adanya beberapa IKM Batik yang ada di Kota Malang 

juga memiliki dampak positif yaitu dapat mengurangi pengangguran. 

Dinas Perindustrian Kota Malang secara aktif memberikan pemahaman 

beserta pendampingan terhadap IKM agar tercipta pemberdayaan IKM 

Batik yang memiliki daya saing. 

c. Menciptakan Inovasi 

Pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian Kota Malang 

telah melakukan strategi dalam pemberdayaan agar IKM Batik memliki 

daya saing melalui pelestarian Batik khas Malang. Sama halnya 

melakukan pendidikan dan pelatihan yang menjadikan IKM semakin 

termotivasi untuk membuat suatu inovasi produk yang baru seperti 

pembuatan motif topeng malangan atau garuda pancasila yang menjadi 

ciri khas dan daya tarik pada IKM Batik Blimbing Malang. 

5. Faktor pendukung strategi Dinas Perindustrian Kota Malang dalam 

pemberdayaan guna meningkatkan daya saing pada IKM Batik di Kota 

Malang yaitu seperti kegiatan pameran produk hasil IKM Batik yang di 

fasilitasi oleh Pemerintah Kota Malang. selain itu juga ada paguyuban 

IKM yang ada di Kota Malang yang dijadikan sebagai wadah untuk 

pelaku IKM yang ada di Kota Malang untuk bertukar fikiran mengenai 
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perkembangan industri batik yang sedang berjalan sekaligus 

menyampaikan usulan mengenai kebutuhan mereka. 

6. Faktor penghambat strategi Dinas Perindustrian Kota Malang dalam 

pemberdayaan guna meningkatkan daya saing pada IKM Batik di Kota 

Malang seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut 

berdampak pada kurangnya kreatifitas yang dimiliki oleh pelaku industri 

batik. Selain itu juga sulitnya untuk mencari bahan baku untuk 

pembuatan batik. Hal ini dikarenakan bahan baku yang didapatkan dari 

luar wilayah Kota Malang dan ada beberapa bahan baku yang hanya ada 

ketika sedang musim. Hal ini membuat harga bahan baku menjadi mahal. 

Dilihat dari segi waktu juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

menempuh perjalanannya. 

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan maka penulis mencoba 

memberikan masukan dan saran sebagai bahan pertimbangan terhadap Dinas 

Perindustrian Kota Malang dalam pemberdayaan guna meningkatkan daya saing 

IKM Batik yang ada di Kota Malang antara lain: 

1. Perlunya untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sumber daya 

manusia IKM Batik agar lebih memiliki kualitas sumber daya manusia 

yang lebih kreatif, inovatif dan memiliki wawasan pengetahuan untuk 

mengembangkan industrinya agar lebih berdaya saing. 

2. Perlunya inisiatif bersama untuk memberikan peluang bagi produsen 

bahan baku malam seperti produsen lilin atau malam dan pewarna batik 
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untuk mendirikan usahanya di Kota Malang serta didukung oleh 

kemudahan perizinan oleh lembaga pemerintah Kota Malang agar 

pengusaha batik ini tidak perlu membelinya ke luar kota dan lebih 

menghemat waktu. 

3. Diharapkan agar Dinas agar lebih mempermudah syarat-syarat dalam 

perijinan agar memudahkan IKM batik untuk memudahkan melakukan 

peminjaman modal kepada bank serta memudahkan kelancaran dalam 

produksi batiknya. 

4. Diharapkan bagi Dinas Perindustrian Kota Malang di era digital ini untuk 

membuat website khusus untuk menampung IKM Batik yang ada di kota 

Malang sebagai sarana untuk mempromosikan sekaligus mengenalkan  

batik khas Malang agar dikenal oleh masyarakat luas. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman Wawancara kepada Dinas Perindustrian Kota Malang 

1. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Malang 

khususnya pada Dinas Perindustrian dalam pemberdayaan guna meningkatkan 

daya saing IKM Batik di Malang? 

2. Apakah terdapat strategi tertentu dalam pemberdayaan SDM di dalam IKM 

Batik di Malang yang masih terbatas? 

3. Apakah terdapat bantuan fasilitas pemasaran dari pemerintah Kota Malang 

dalam pemberdayaan IKM Batik di Malang? 

4. Apakah terdapat bantuan dari pemerintah daerah dalam bentuk bantuan 

mengurus perijinan usaha? 

5. Apakah faktor pendukung dalam pemberdayaan guna meningkatkan daya saing 

IKM Batik di Malang? 

6. Apakah faktor penghambat dalam pemberdayaan guna meningkatkan daya saing 

IKM Batik di Malang? 

7. Menurut anda, bagaimana perkembangan industri batik di Kota Malang? 

8. Apa harapan dari pemerintah daerah Kota Malang terhadap industri Batik di 

Malang saat ini? 
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Pedoman Wawancara kepada IKM Batik Blimbing Malang 

1. Apakah terdapat pelatihan SDM dari pemerintah untuk IKM Batik Blimbing? 

2. Apakah terdapat program dari pemerintah daerah dalam memperluas akses 

pasar kepada IKM Batik Blimbing? 

3. Apakah terdapat bantuan dari pemerintah daerah dalam bentuk bantuan 

mengurus perijinan usaha? 

4. Apakah faktor pendukung dalam pemberdayaan yang dirasakan oleh IKM 

Batik di Malang? 

5. Apakah faktor penghambat dalam pemberdayaan yang dirasakan oleh IKM 

Batik di Malang? 

6. Apa harapan anda kepada pemerintah agar industri batik di Kota Malang bisa 

berkembang dan berdaya saing? 
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LAMPIRAN 2 

SURAT IZIN RISET DARI FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
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LAMPIRAN 3 

SURAT IZIN RISET BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

KOTA MALANG 
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LAMPIRAN 4 

FOTO KEGIATAN PENGUMPULAN DATA 

Wawancara di Dinas Perindustrian 30 November 2017 bersama Ibu Hartati, 

SE., Msi dan Bapak Adonis Fatsun Via Lobe, S.T 
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Wawancara di IKM Batik Blimbing pada 23 Desember 2017 
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Lampiran 5 

Rekapan Pendataan Industri 2008-2016 
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NO URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Industri Besar 

(>10 Miliar) 

                  

  Jumlah Unit Usaha 

(Unit) 

5 5 5 5 5 5 5 5 16 

  Jumlah Tenaga 

Kerja (orang) 

3788 3788 3788 3788 3788 3788 3788 3788 8015 

  Jumlah Nilai 

Investasi (M Rp.) 

80.777.671

.000 

80.777.671

.000 

80.777.671

.000 

80.777.671

.000 

80.777.671

.000 

80.777.671

.000 

80.777.671

.000 

807776710

00 

1.277.678.6

38.000  

                      

2 Industri Kecil 

Dan Menengah 

(750 Jt s/d 10 

Miliar) 

                  

  Jumlah Unit Usaha 

(Unit) 

881 895 911 921 921 926 667 696 646  

  Jumlah Tenaga 

Kerja (orang) 

32494 33339 33589 33686 33686 33761 20639 21318 13302 

  Jumlah Nilai 

Investasi (M Rp.) 

264.085.87

0.476 

279.828.27

0.476 

283.335.87

0.476 

289.965.52

7.476 

289.965.52

7.476 

296.040.52

7.476 

199437863

7 

364815207

2 

255.759.234

.000  

                      

3 Sentra Industri                   

  Jumlah Unit Usaha 

(Unit) 

838 838 838 838 838 924 594 594 2413 

  Jumlah Tenaga 

Kerja (orang) 

2716 2716 2716 2716 2716 3391 2398 2398 5696 

  Jumlah Nilai 

Investasi (M Rp.) 

2.922.525.

000 

2.922.525.

000 

2.922.525.

000 

2.922.525.

000 

2.922.525.

000 

5.278.525 65.613.010

.333 

65.613.010

.333  

121.005.432

.900  

                      

4 Industri Non 

Formal 

                  

  Jumlah Unit Usaha 

(Unit) 

1.431 1.451 1.471 1.486 1.511 1.746 1.746 1.746 1.746 

1
40

 



 
 

 
 

  Jumlah Tenaga 

Kerja (orang) 

4.921 4.981 5.041 5.086 5.173 5.908 5.908 5.908 5.908 

  Jumlah Nilai 

Investasi (M Rp.) 

1.648.854.

000 

1.658.854.

000 

1.668.854.

000 

1.676.354.

000 

2.726.451.

000 

5.386.354.

000 

5.386.354.

000 

5.386.354.

000 

5.386.354.0

00 

                      

5 Jumlah Industri                   

  Jumlah Unit Usaha 

(Unit) 

3.155 3.189 3.225 3.250 3.275 3.601 3.012 3041 3070 

  Jumlah Tenaga 

Kerja (orang) 

43.919 44.824 45.134 45.276 45.363 46.848 32.936 33.615 19.619 

  Jumlah Nilai 

Investasi (M Rp.) 

349.434.92

0.476 

365.187.32

0.476 

368.704.92

0.476 

375.342.07

7.476 

376.392.17

4.476 

382.209.83

1.001 

153.771.41

3.970 

155.425.18

7.405 

1.404.070.4

24.900 

 

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Malang 2017 

1
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